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ABSTRAK 
 
Sahnaz Nadya (E211 12 107), Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Dalam Pemberian Izin Investasi di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat, 
XVI+113 Halaman+10 Gambar+5 Tabel+23 Daftar Pustaka (1993 - 2015)+ 2 
Lampiran 
 
 Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendukung terwujudnya 
pemerintahan yang prima khususnya dibidang investasi dan dunia usaha adalah 
dengan pembentukan kelembagaan pelayanan publik yang tidak birokratis, 
cepat, mudah, dan transparan yaitu dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu 
(PTSP) yang saat ini telah dimiliki sebagian besar unit pelayanan publik. Salah 
satunya adalah BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi, penyelenggaraan 
PTSP pada BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat khususnya dalam pemberian 
izin investasi belum terlaksana dengan maksimal. Karena Sumber Daya Aparatur 
Pemerintah yang kurang berkompetensi dalam hal pelayanan dan Sarana / 
Prasarana tidak memadai. 
 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 
apakah yang mendukung efektifitas pelayanan terpadu satu pintu dalam 
pemberian izin investasi di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini 
menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 
sekitar satu bulan. 
Hasil penelitian berdasarkan faktor-faktor pendukung efektifitas 
pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian izin investasi di BKPMD & P2T 
Provinsi Sulawesi Barat menurut Siagian ada beberapa kekurangan yang 
ditemukan. Diantaranya  Sumber Daya Manusia yang kurang mengikuti diklat 
khusus pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga kompetensi yang dimiliki 
oleh pegawai sangat kurang, Pemberian izin dan non izin yang tidak memungut 
biaya apapun (Gratis), serta Sarana & Prasarana yang tidak memadai dilihat dari 
segi gedung dan sarana pendukung lainnya. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Efektifitas Pelayanan. 
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ABSTRACT 
Sahnaz Nadya (E211 12 107 Effectiveness one-integrated service in 
accordance with giving the permission for investation in BKPMD & P2T 
Province West Sulawesi, XVI+113 Pages+10 Image+5 Tables+23 Library 
(1993 - 2015)+ 2 attachment 
 
 One of the Government effort in supporting and creating a good 
governance especially in bussines areas and investation by holding 
unbureaucratic public service that fast, easyn and transparancy is making one-
integrated service (PTSP) that until now were owned by almost any public 
service, one of them is BKPMD & P2T Province West Sulawesi for example when 
we are going to give permission about investation but they didn’t finish it 
maximally because of the human resource or government and all things they 
need is not complete 
 Generally the purpose of this research is to analyse some factors, namely 
what is actually supporting the effectivity of one-door interated service in 
accordance with giving permission in BKPMD & P2T Province West Sulawesi. 
This research using decription of quality and the way we collecting the data is 
observation by interviewing and we need about 1 month to also collected the 
documentation. 
 The result of this research based on the some factors supporting the 
effectiveness one-integrated service in accordance with giving the permission for 
investation in BKPMD & P2T Province West Sulawesi Siagian according there 
are some deficiencies found. For example the human resource competence is 
still not enough, and the other is they didn’t give any charge for any permission 
published, according  to the building and other thing too is still not quite  enough.  
 
Key Words : Effectiveness, public service, Effectiveness of Service. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam mengahadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, 
aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan 
sebaik – baiknya menuju good governence. Pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari 
birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Sebagaimana 
tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem 
ketertiban dimasyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata 
lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan 
fungsi primer dari pemerintah. 
Sinambela (2010, hal : 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan 
pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotlern dalam Sampara 
Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, 
pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 
seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 
kepuasan pelanggan.  
Setiap orang menginginkan jasa pelayanan yang diterima dan yang 
dirasakan sesuai dengan harapannya. Secara umum masyarakat menginginkan 
pelayanan yang sama dari apartur pemerintah, sebab warga negara yang 
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mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum berhak mendapatkan 
pelayanan yang sama. Pelayanan yang bersahabat dan profesional sudah 
menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pekerjaan 
administrasi Negara. Waworuntu (1997:18). 
Sianipar (1998:4), mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani, 
membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok 
orang. Melayani adalah meladeni/membantu mengurus keperluan atau 
kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau 
penyerahannya. 
Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan 
publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan 
dalam Undang-Undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut : 
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 
Kehadiran Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 
dimaksudkan untuk memenuhi kepastian hukum dalam hubungan antara 
masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik; terwujudnya batasan 
dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan 
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 
publik.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehadiran UU No.25 Tahun 2009 
diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja organisasi penyelenggara 
pelayanan publik, tidak terkecuali organisasi pemerintah desa sebagai institusi 
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pemerintah terdepan atau yang paling dekat dengan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat 
diabaikan oleh pemerintah pusat sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi 
maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab 
itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar 
pelayanan pada masyarakat. 
Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat 
mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat 
dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum 
ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja 
aparat pelayanan. (Ismaniar Ismail. 2008) 
Keefektifan pelayanan dalam suatu administrasi, administrator harus 
banyak mendengar dari pada memberitahu, melayani daripada mengendalikan. 
Berarti mewujudkan efektifitas organisasi, dalam mencapai tujuan diperlukan 
adanya pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa pelayanan menjadi penting 
dan utama di dalam melayani publik. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan 
dan publik sebagai penerima pelayanan. Tuntutan efektifitas pelayanan menjadi 
penting untuk diterapkan sesuai dengan dimensi pelayanan yang sederhana, 
jelas dan pasti, terbuka, efisien, ekonomis dan adil, sebagai perwujudan 
pelayanan yang diterapkan oleh instansi pemerintah 
Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemerintahan di atur dalam 
 pedoman kerja masing-masing organisasi sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Tertib administrasi adalah 
suatu konsep pengembangan pelayanan yang ditujukan kepada  penyelenggara 
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administrasi sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. 
Selama ini pelayanan administrasi menjadi terkesan lambat dan tidak efektif 
karena tidak adanya koordinasi pengawasan dan  pendelegasian tugas yang 
akurat. 
Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan 
harapan. Semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah 
 pelayanan yang efektif dan efisien. Timbul permasalahan dalam pelayanan yang 
disebabkan oleh individu atau pelaku pelayanan dan yang dilayani seperti 
ketidakjelasan komunikasi. Pelayanan yang tertib adalah pelayanan yang 
berurutan berdasarkan nomor antrian baik pelayanan surat maupun  pelayanan 
masyarakat yang membuat pekerjaan berlangsung dengan tertib. 
Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung terwujudnya 
pemerintahan prima khususnya dibidang investasi dan dunia usaha, adalah 
dengan mengeluarkan kebijakan pembentukan kelembagaan pelayanan publik 
yang tidak birokratis, cepat, mudah, dan transparan. Upaya tersebut adalah 
dengan pembentukan kelembagaan pelayanan dalam bentuk Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang saat ini telah dimiliki sebagian besar unit 
pelayanan publik di pusat maupun di daerah. Upaya pembentukan kelembagaan 
PTSP dari berbagai unit penyelenggara pelayanan publik tersebut perlu 
mendapat apresiasi agar komitmen mereka dalam peningkatan kualitas dan 
efektifitas pelayanan publik senantiasa terus meningkat. 
Landasan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman 
modal adalah Keputusan Presiden No.27 tahun 2009 yang dalam pasal 1 
menyatakan maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat 
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pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang 
memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat. Penerapan sistem PTSP mensyaratkan agar 
lembaga diberikan kewenangan dan proses perizinan mulai dari tahap 
permohonan hingga terbitnya izin dilakukan disatu tempat. 
Namun demikian, walaupun kelembagaan PTSP telah dibentuk oleh 
sebagian besar unit penyelenggara pelayanan publik baik pusat maupun daerah, 
ternyata belum mampu meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik 
secara signifikan. 
PTSP masih belum berfungsi secara maksimal. Seperti pada pemerintahan 
di Sulawesi Barat, Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu khususnya dibidang 
Pemberian Izin Investasi belum terlaksana dengan maksimal. Karena 
sumberdaya aparatur pemerintah yang kurang berkompetensi dalam hal 
pelayanan, sarana/prasarana yang tidak memadai, serta SOP belum 
ditandatangani oleh Gubernur sehingga pelaksanaannya belum bisa ditindak 
lanjuti sampai akhir tahun 2015 padahal pembentukan dan pelaksanaan PTSP di 
BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat terhitung mulai tahun 2011. 
Kondisi tersebut telah berdampak pada Efektivitas pelayanan yang tidak 
maksimal dari aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Dari observasi langsung yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa efektivitas 
pelayanan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik khususnya pelayanan 
pemberian izin investasi masih banyak kelemahan. Kelemahan pada aspek 
efektivitas dapat dindikasikan oleh ketidakmampuan pemprov dalam 
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mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kepada masyarakat 
yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah. 
 Beberapa indikasi tentang masalah Penyelanggaran Pelayan Terpadu 
Satu Pintu tersebut menarik untuk dikaji melalui suatu penelitian. Sehingga, 
dalam penulisan skripsi penulis mengangkat judul penelitian “Efektivitas 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Investasi di BKPMD & 
P2T Provinsi Sulawesi Barat”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah:  
Faktor-Faktor apakah yang mendukung Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dalam Pemberian izin Investasi di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk Mengetahui Faktor-Faktor apakah yang mendukung Efektivitas Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian izin Investasi di BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin 
dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain : 
1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi akademisi / pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian 
informasi atau sebagai referensi mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
7 
 
dalam Pemberian Izin Investasi di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi 
Barat. 
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan 
masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan 
pelayan publik guna mengefektifkan pelayanan terpadu satu pintu dalam 
pemberian izin investasi di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
 
2.1. Efektivitas  
2.1.1. Pengertian Efektivitas 
 Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa 
Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa 
hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki 
pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan 
dan hal mulai berlaku (2003 : 284). 
 Efektivitas (effectiveness) merupakan suatu konsep yang memiliki arti 
sangat penting, tetapi kenyataannya sukar didefenisikan secara pasti. Sebabnya 
banyaknya konsep yang berkaitan dalam pengertian efektivitas tersebut. 
 Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan sebagai sebuah organisasi 
dalam mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Semua organisasi harus 
menentukan beberapa efektif mereka telah menggunakan sumber-sumbernya 
untuk mencapai tujuan objektif mereka. Dengan kata lain, mereka harus 
mengetahui apakah mereka pandai terhadap apa yang mereka usahakan untuk 
diselesaikan (dicapai). 
 Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, 
diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 
 Menurut james L.Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran 
menunjukan derajat efektivitas.(dalam buku Herbani Pasolong,2010:4). 
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 Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu 
pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi(Kumorotomo,2005:362). 
 Menurut keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan 
efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan 
dalam visi tercapai. (dalam buku Herbani pasolong,2010;4). 
 Frederick W. Taylor, mengatakan bahwa efektivitas ditentukan oleh 
beberapa faktor. Misalnya : Memaksimalkan produksi, meminimalkan 
biaya, keunggulan teknik, mengoptimalkan penggunaan sumber, dan 
spesialisasi tugas. 
  
 Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly (1985:34) menyebutkan 
bahwa ukuran efektivitas organisasi,sebagai berikut : 
1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi 
jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan 
2. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan 
input 
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana 
organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
4. Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar 
tanggap terhasap perubahan internal dan eksternal 
5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi 
untuk meningkatkan kapsitasnya dalm menghadapu tuntutan masyarakat. 
 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas sejauh mana suatu 
organisasi dapat melakukan tingkat keefektif dalam mencapai tujuan secara 
optimal dalam mengukur kemampuan efesiensi. 
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 Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor 
Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan 
hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) 
output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program 
atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa 
efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. 
Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau 
kegiatan.  
 Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang 
dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang 
diharapkan atau dikatakan spending wisely. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar 1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini. 
Gambar 1 
Hubungan Efektivitas 
 
 
Sumber: Mahmudi, 2005:92. 
 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah 
menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada 
hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan 
sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran 
berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-
targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah 
semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama 
menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya 
Efektivitas =  
𝑂𝑈𝑇𝐶𝑂𝑀𝐸
𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇
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Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas, 
sebagai berikut:  
 “Effectivennes, on the other hand, is the ability to choose appropriate 
 objectives. An effective manager is one who selects the right things to get 
 done”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih 
 sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih 
 kebenaran untuk melaksanakan) (dalam Moenir, 2006:166). 
 
Menurut pendapat Ricard M.Streers (dalam Nadia Azlin,2013:18) 
mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas,yaitu: 
1. Kualitas artinya kualita yang menghasilkan oleh organisasi 
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan 
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 
dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik 
4. Efensiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap 
biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut 
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua 
biaya dan kewajiban dipenuhi 
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi 
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur,fungsi dan sumber daya 
sepanjang waktu 
8. Kecelakan yaitu frekuensi dalam hal penbaikan yang berakibat pada 
kerugian waktu 
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian 
tujuan,yang melibatkan usaha tambahan,kebersamaan tujuan dan 
perasaan memiliki 
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10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk 
mencapai tujuan 
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai 
satu sam lain,artinya bekerja sama dengan baik,berkomunikasi dan 
mengkoordinasikan 
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk 
mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah 
keterbekuan terhadaap rangsangan lingkungan. 
 
 Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55), menyatakan efektifitas sebagai 
konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran 
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran 
efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan 
masingmasing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih 
lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55),menyebutkan 3 (tiga) 
pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu : 
1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 
input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 
memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi. 
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi. 
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3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 
output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 
yang sesuai dengan rencana. 
 
 Efektivitas menurut Siagian (2004 : 151) adalah pemanfaatan sumber 
daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan 
mutu tertentu tepat pada waktunya. 
a. Sumber Daya Manusia 
 Hal ini berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dalam 
proses penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal dan berdaya 
guna. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi 
yang berbasis pada kemampuan daerah kabupaten atau kota dengan 
memberikan pelayanan publik secara mandiri, terpadu, dan efektif. Tanpa 
kesiapan sumber daya yang baik, maka pelayanan publik yang baik pula 
akan sulit dicapai. 
 Menurut Notoatmodjo (1998:11), ruang lingkup pengembangan 
sumber daya manusia di dalam suatu organisasi mencakup tiga pokok 
kegiatan yang saling berkaitan, yaitu : 
1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 
2. Pendidikan dan Pelatihan sebagai upaya pengembangan Sumber 
Daya Manusia 
3. Manajemen Sumber Daya Manusia  
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 Konsep Sumber Daya Manusia adalah pengelolaan atau penggunaan 
Sumber Daya Manusia dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan 
kinerja organisasi yang diinginkan, dengan memperlihatkan tingkat pendidikan 
dan keterampilan yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi yang ada. 
b. Biaya / Dana 
 Penentuan Biaya / Dana Pelayanan Publik harus 
mempertimbangkan Opportunity Cost untuk staf, perlengkapan, dll, 
Opportunity cost of capital, Accounting Price Untuk input ketika harga 
pasar tidak menunjukkan value to society (opportunity cost). 
 Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya 
yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost, sehingga dapat 
ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Marginal cost pricing bukan 
merupakan satu-satunya dasar untuk penetapan harga disektor publik. 
Digunakan marginal cost atau tidak, yang jelas harus ada kebijakan yang 
jelas mengenai harga pelayanan yang mampu menunjukkan biaya secara 
akurat dan mampu mengidentifikasi skala subsidi publik. 
 Berapapun harga yang dibebankan kepada masyarakat harusnya 
juga merujuk pada standar yang dibuat oleh organisasi sektor publik 
sebagai bentuk perbandingan pelayanan yang dapat diukur, untuk itu 
sektor publik harus segera merumuskan Standar Pelayanan Minimum 
(SPM) yang menekankan pada pengelolaan organisasi sektor publik yang 
memiliki paradigma Value for Money yang merupakan pengelolaan 
organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu 
: Ekonomi, Efektivitas, dan Efisiensi. 
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c. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana diyakini sangat berperan dalam 
peningkatan efektivitas pelayanan karena merupakan sarana pendukung 
bagi kelancaran proses pelayanan publik yang dilakukan oleh para 
aparatur negara kepada masyarakat. Dalam hal ini pemberian izin 
investasi tidak akan memakan waktu yang lama. 
 Moenir (1995:119) yang menyatakan bahwa peran sarana dan 
prasarana, sebagai berikut: 
1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat 
menghemat waktu. 
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa 
3. Kualitas kerja lebih baik atau terjamin. 
4. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 
berkepentingan  
5. Ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin 
6. Lebih mudah, sederhana dalam gerak para pelakunya 
7. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan 
sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka. 
 Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan 
memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemberian izin dan 
kegiatan lain yang terkait. 
 Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas 
merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 
gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya 
atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian 
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tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 
2.1.2. Kriteria Efektivitas 
Kriteria efektivitas dapat dilihat dari berbagai segi sehingga diperoleh berbagai 
versi efektivitas.  
1. Dari segi lingkup pengukurannya dikenal adanya efektivitas mikro dan 
makro 
a. Kriteria makro ialah pengukuran efektivitas dari sudut yang lebih luas, 
Misalnya : Keuntungan organisasi/pencapaian tujuan akhir organisasi. 
b. Kriteria Mikro ialah pengukuran efektivitas dengan menitikberatkan 
pada salah satu aspek yang sempit, Misalnya : Penampilan 
anggota/tingkat ketidakhadiran karyawan. 
2. Dari segi jumlah variabel yang digunakan dalam pengukuran dikenal 
adanya efektif model variabel tunggal dan jamak 
a. Pengukuran dengan kriteria tunggal ialah cara melihat efektivitas 
organisasi dengan hanya menggunakan suatu variabel saja. Misalnya 
: produktivitas diukur dengan data tentang output. Kepuasan kerja 
diukur dengan daftar data yang berupa angka-angka yang diperoleh 
dari bagian pembukuan teknik ini relatif mudah dilaksanakan. 
b. Sementara itu pengukuran dengan kriteria jamak ialah cara melihat 
efektivitas organisasi dengan menggunakan sebuah model yang 
mencakup beberapa variabel dimana hubungan antara berbagai 
variabel tersebut ikut diperhitungkan. 
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3. Dari segi waktu pengukuran dikenal adanya efektivitas organisasi statis 
dan dinamis. Pengukuran secara statis ialah melihat efektivita organisasi 
dengan mendasarkan diri pada aktivitas yang sudah dilakukan. 
Pengukuran dengan cara statis tidak banyak bermanfaat oleh karena itu 
orang berusaha menggunakan teknik lain, yaitu : melihat kedepan/lebih 
dikenal dengan pengertian Dinamis. 
4. Dari segi tingkat generalisasinya dikenal efektivitas terbatas dan umum. 
Dengan teknik umum, efektifitas dikukur berdasarkan kriteria yang dapat 
diterapkan pada semua jenis organisasi. Pengukuran efektivitas yang 
menggunakan kriteria lebih khusus sesuai dengan kharakteristik 
organisasi yang bersangkutan, mempunyai arti yang sangat besar bagi 
organisasi yang bersangkutan tapi cara ini tidak dapat diterapkan pada 
organisasi yang lain. 
 Menurut Prof. Dr. Makmur, M.Si dalam bukunya Efektivitas Kebijakan 
Kelembagaan Pengawasan. Mengemukakan bahwa, Salah satu dari Kriteria dari 
administrai sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah efektivitas yang sebenarnya 
tidak dapat dipisahkan dengan kriteria lainnya, yaitu rasionalitas dan efisiensi. 
Ketiga kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam 
rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah 
organisasi baik dari segi pemerintahan maupun dunia bisnis. Dari segi kriteria 
efektivitas, unsur-unsurnya antara lain : 
a. Ketetapan penentuan waktu. Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu 
adalah sesuatu yang dpat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan 
yang dilakukan dalam sebuah organisasi. 
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b. Ketepatan perhitungan biaya. Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik 
yang melekat pada invidu, kegiatan yang melekat kepada organisasi 
maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. 
c. Ketepatan dalam pengukuran. Setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa 
mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang 
digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang 
dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. 
d. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam memilih suatu 
pekerjaan,metode,benda,sahabat,pasangan, dan lain sebagainya berarti 
tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta 
kemungkinan  menciptakan penyesalan di kemudian hari. 
e. Ketepatan berfikir. Pemikiran Descrates yang mengungkapkan cogito 
ergo sum (Aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa 
kelebihan manusia yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung 
pada ketepatan berfikirnya. 
f. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu 
organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kampuan seorang pemimpin, 
salah tuntuan kemampuan memberikan perintah yang jelad dan mudah 
dipahami oleh bawahan.  
g. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Organisasi apapun bentuknya akan 
selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati 
sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah 
dokumen secara tertulis yang sifatnya stratejik. 
h. Ketepatan sasaran. Sejalan dengan telah disebutkan diatas, bahwa 
tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, 
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sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih 
bersifat operasional. 
 
2.1.3. Efektivitas Organisasi 
 Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh 
mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep 
efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki 
makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. 
Secara nyata, Stoner (1982) menekankan pentingnya efektivitas organisasi 
dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan Miller (1977:292) 
mengemukakan bahwa : 
 “effectiveness be define as the degree to which a social system achieve    
 its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is 
 mainly concered with goal attainments” 
 (efektivitas diamksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial 
 mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. 
 Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya 
 dan  hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan 
 pencapaian suatu tujuan) 
Selanjutnya dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum dalam Etzioni 
(1969:82) : 
 “...organization effectiveness as the extent to which an organization as a 
 social system, given certain resources and mean, fulfill its objective 
 without incapacitating its means and resources and without placing stain 
 upon its members” 
 (...efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi 
 yang  merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana 
 tertentu tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan 
 menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya). 
20 
 
  
 Jadi, secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau 
dapat didefenisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Hall 
(1974:96) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi 
merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada 
pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak 
dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris 
dalam Siliss (1968:312) yang mengatakan :  
 “Organizational effectiveness then is balanced organization optimal 
 emphasis upon achieving object solving competence and human energy 
 utilization” 
 (efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara 
 optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga 
 manusia) 
  
Sharma (1982:314) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi 
yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang 
meliputi antara lain : 
1. Produktivitas organisasi atau output  
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri 
dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi 
3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan 
konflik diantara bagian-bagian organisasi. 
Selanjutnya, Steers (1985:206) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran 
efektivitas dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu : 
1. Produktivitas  
2. Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas 
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3. Kepuasan kerja 
4. Kemampuan berlaba 
5. Pencarian sumber daya 
 Efektivitas organisasi dapat dievaluasi dengan melihat dua hal, yaitu (1) 
pencapaian sasaran dan (2) proses pelaksanaan organisasi, yang tercermin 
dalam perilaku organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan internal dan 
eksternal. Baik pencapaian sasaran maupun proses pelaksanaan organisasi 
memiliki sasaran yang sama bagi organisasi karena pencapaian sasaran yang 
tidak disertai dengan proses pelaksanaan organisasi yang baik akan 
mengakibatan usaha pencapaian sasaran yang tidak dapat berlangsung lama. 
 Sejalan dengan itu, untuk mengukur efektivitas organisasi, Ivancevich and 
Matteson (1999) menggunakan 2 pendekatan yaitu : 
1. Pendekatan Sasaran Organisasi (Goal Approach) 
Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas organisasi 
dan bahkan sampai saat ini masih tetap digunakan. Organisasi dibentuk 
dengan tujuan untuk mencapai sasaran sehingga untuk melihat tingkat 
efektivitas pelaksanaan organisasi yang berhubungan dengan 
pencapaian sasaran organisasi. Pendekatan sasaran ini ditanggapi 
secara positif oleh banyak perusahaan karena penggunaan sasaran 
perusahaan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk 
mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. 
2. Pendekatan Sistem (System Theory Approach) 
Pendekatan sistem tidak melihat efektivitas organisasi atas dasar hasil 
atau sasaran yang dicapai, melainkan dari gambaran perilaku organisasi 
baik pada saat terjadi interaksi secara internal di organisasi maupun dari 
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perilaku organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. 
 
2.1.4. Konsep Efektivitas Organisasi 
 Kajian tentang faktor penentu efektivitas organisasi mengacu kepada dua 
kepentingan. Pertama, kepentingan teoritis. Kedua, kepentingan praktis. 
Kepentingan teoritis dimaksudkan untuk memperoleh tilikan yang mendalam 
tentang fungsi organisasi, baik bagi anggota maupun bagi Masyarakat. 
Kepentingan praktis dimaksudkan untuk memperoleh masukan tentang 
produktivitas, efisiensi dan kebaikan-kebaikan lain dari anggota organisasi. 
 David Krench, Richard S. Cruthfield dan Egerton L. Ballachey Dalam 
buku mereka Individual and Society (1982). Memberikan jabaran tentang ukuran 
efektivitas organisasi secara umum. Ukuran efektivitas kelompok adalah sebagai 
berikut : 
a. Jumlah Hasil yang bisa dikeluarkan oleh organisasi 
Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja organisasi 
itu. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio)  antara 
masukan dengan keluaran, usaha dengan hasil, persentase 
pencapaian program kerja, dan sebagainya. 
b. Tingkat kepuasan yang diperoleh oleh anggota organisasi 
Kepuasan itu ukar diukur dan bervariasi untuk masing-masing 
anggota organisasi. Karakteristik kepuasan anggota kelompok antara 
lain tercermin dari keterbukaan berkomunikasi antar anggota, 
kerajinan, tidak terlalu mempunyai “perhitungan” dalam bekerja, 
berkurangnya keluhan, berkurangnya pembicaraan mengenai 
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kelemahan atasan dan kebutuhan rekan kerja, tingkat kehadiran 
tinggi, dan lain-lain. Ukuran efektivitas ini bisa kuantitatif dan bisa 
kualitatif 
c. Produk kreatif organisasi 
Banyak hal berkembang sendiri dalam dunia kerja jika kondisinya 
kondusif untuk itu. Oleh karena itu, salah satu ciri organisasi efektif 
adalah kemampuan organisasi itu menumbuhkan kreativitas anggota. 
d. Intensitas emosi yang dicapai seseorang karena dia menjadi anggota 
organisasi. 
Intensitas emosi diukur dengan ketaatan yang lebih tinggi karena 
menjadi anggota organisasi atau rasa memiliki dengan kadar tinggi 
karena termasuk kelompok yang ikut berjuang untuk memilikinya. 
 
2.2. Pelayanan 
2.2.1. Pengertian Pelayanan 
 Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan 
pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh 
individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan 
tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.  
 Menurut Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “ pelayanan 
dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, 
dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. 
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses 
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 
kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan 
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sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi 
pelayanan. Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, 
dkk (2011: 4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik.” 
 Menurut Moenir (dalam Sinambela, 2006:42-43) Pelayanan sebagai 
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, 
merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. 
Bukan hanya pada administrasi bisnis, tetapi lebih luas pada tatanan organisasi 
pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang sangat luas. 
Sinambela (2010, hal : 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan 
pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotlern dalam Sampara 
Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, 
pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 
seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 
kepuasan pelanggan.  
Setiap orang menginginkan jasa pelayanan yang diterima dan yang 
dirasakan sesuai dengan harapannya. Secara umum masyarakat menginginkan 
pelayanan yang sama dari apartur pemerintah, sebab warga negara yang 
mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum berhak mendapatkan 
pelayanan yang sama. Pelayanan yang bersahabat dan profesional sudah 
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menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pekerjaan 
administrasi negara (Waworuntu, 1997:18). 
Sianipar (1998:4), mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani, 
membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok 
orang. Melayani adalah meladeni/membantu mengurus keperluan atau 
kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau 
penyerahannya. 
 Menurut Ivancevich, Lorensi, Skinner, dan Crosby dalam buku 
Manajemen Pelayanan Publik Mendefenisikan, “Pelayanan adalah produk yang 
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 
menggunakan peralatan” 
 Selanjutnya, Gronroos Menjelaskan bahwa pelayanan adalah aktivitas 
atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 
yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan aau hal-hal 
lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan 
untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. 
  Menurut American Marketing Association,  Seperti dikutip oleh Donald 
(1984:22) bahwa pelaynan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau 
manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada 
hakekatnya tidak terwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses 
produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan 
menurut Lovelock (1991:7) “service” adalah produk yang tidak terwujud, 
berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami, dan berlangsung sesaat atau 
tidak tahan lama, tetapi dialami dan dirasakan oleh penerima layanan. 
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 Berdasarkan Kep. MENPAN No. 63 Tahun 2003, defenisi dari pelayanan 
adalah Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 
pusat, didaerah, dan dilingkungan BUMN dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-
undangan. 
 
2.2.2. Pelayanan Publik 
 Penggunaan istilah pelayanan publik (public service) dianggap memiliki 
kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh 
karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara interchangeable, dan 
dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar. 
 Istilah publik, yang berasal dari bahasa inggris (public), terdapat beberapa 
pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa indonesia, yaitu umum, 
masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian umum atau masyarakat dapat 
kita temukan dalam itilah penawaran umum (public offering), milik umum (public 
ownership), dan perusahaan umum (public utility), hubungan masyarakat (public 
relations), pelayanan masyarskat (public service), kepentingan umum (public 
interes), dll. 
 Sedangkan dalam pengertian Negara salah satunya adalah otoritas 
negara (public authorities), bangunan negara (public building), penerimaan 
negara (public revenue) dan sektor negara (public sector). Dalam hal ini, 
pelayanan publik menunjukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian 
masyarakat atau umum. Namun, demikian pengertian publik yang melekat pada 
pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian 
masyarakat. Nurcholis (2005:178) memberikan pengertian publik sebagai 
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sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, 
sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang 
mereka miliki 
 Pelayanan Publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik. 
 Agung kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 
pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 
tata cara yang telah ditetapkan. 
 Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004 
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan 
publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan 
dalam Undang-Undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut : 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
 Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik tadi adalah 
merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 
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masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan Publik oleh birokrasi 
publik dimaksudkan untuk mensejahterakan (welfare state). 
 Zeithaml (1990) mengemukakan sepuluh dimensi yang harus 
diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai 
berikut : 
 Tangible, terdiri ayas fasilitas fisik, peralatan, personel, dan 
komunikasi 
 Realible, terdiri atas kemampuan unit pelayanan dalam 
menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat 
 Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen 
bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 
 Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan 
keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan 
pelayanan 
 Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap 
terhadap keinginan masyarakat, serta mau melakukan kontak atau 
hubungan pribadi 
 Credibility, sikap jujur dalam setuap upaya untuk menarik 
kepercayaan masyarakat 
 Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari 
berbagai bahaya dan resiko 
 Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan 
pendekatan 
 Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk 
mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, 
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sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru 
kepada masyarakat 
 Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk 
mengetahui kebutuhan masyarakat 
 
2.2.3. Konsep Pelayanan Publik 
 Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana 
meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan 
daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, 
menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. 
 Secara teoritik, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu : 
fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi 
pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi 
utamanya, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 
 Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa 
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya 
sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, 
jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan 
perundang-undangan atau kebijakan (fungsi regulasi), yang harus dipatuhi oelh 
masyarakat seperti perizinan, KTP, SIM, IMB, dan lain-lain. 
 
2.2.4. Prinsip Pelayanan Publik 
 Sesuai dengan Kep. MENPAN No. 63/2003 prinsip penyelenggaraan 
pelayanan adalah sebagai berikut : 
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a. Kesederhanaan ; Prosedur pelayanan publik dalam tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan ; mencakup kejelasan dalam hal : 1. Persyaratan teknis dan 
administratif pelayanan publik, 2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, 3. 
Perincian biaya pelayanan publik serta tata cara pembayaran. 
c. Kepastian waktu ; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
d. Akuransi ; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah 
e. Keamanan ; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 
dan kepastian hukum 
f. Tanggung jawab ; pimpinan penyelenggara pelayanan publik/pejabat 
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana, seperti prasarana kerja, peralatan 
kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana telematika 
h. Kemudahan akses ; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan 
teknologi informatika  
i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan ; pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah serta ikhlas dalam 
memberikan pelayanan  
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j. Kenyamanan ; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang tunggu 
yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas pendukung, seperti 
tempar parkir, toilet, tempat ibadah,dan lain-lain 
 
Sedangkan, Pasal 34 UU No. 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelaksana dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut : 
a. Adil dan tidak diskriminatif 
b. Cermat 
c. Santun dan Ramah 
d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut 
e. Profesional 
f. Tidak mempersulit 
g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 
h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 
penyelenggara 
i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan 
kepentingan 
k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 
publik 
l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan  dalam 
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 
kepentingan masyarakat 
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m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan / atau kewenangan yang 
dimiliki 
n. Sesuai dengan kepantasan dan 
o. Tidak menyimpang dari prosedur 
 
 Selanjutnya, Lovelock (1992) mengemukakan lima prinsip yang harus 
diperhatikan bagi penyelenggara pelayanan publik, yaitu meliputi : 
a. Tangible (Terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan, personil dan 
komunitas material 
b. Realible (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan 
dengan tepat dan memiliki keajengan 
c. Responsiveness, Rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan 
d. Assurance (jaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai 
e. Empaty, perhatian perorangan pada pelanggan 
 
2.2.5. Standar Pelayanan Publik 
 Standar pelayanan publik, merupakan ukuran yang dibakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau 
penerima pelayanan; sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut : 
a. Prosedur pelayanan ; dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan 
b. Waktu penyelesaian ; ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan 
c. Biaya pelayanan ; termasuk perincian tarif yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan 
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d. Produk pelayanan ; hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan 
e. Sarana dan prasarana ; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 
yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan ; harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku 
yang diperlukan 
 
standar  pelayanan minimal sebagai acuan pelayanan publik kepada 
masyarakat. 
 Standar pelayanan merupakan pernyataan mengenai kewajiban dan janji 
yang bisa diberikan oleh unit pelayanan publik kepada masyarakat. Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga 
secara minimal. 
 Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian 
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh 
siapa dilakukan. SOP merupakan urutan dalam melaksanakan suatu pekerjaan 
dalam administrasi perkantoran. Seluruh SKPD Pemerintah harus memiliki SOP 
tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Unit pelayanan publikpun 
akan memiliki SOP sendiri yang harus dikerjakan dalam melaksanakan 
pekerjaan pelayanan. 
 Dengan adanya Standar Pelayanan, SPM dan SOP yang telah disusun 
oleh seluruh lini pemerintahan,diharapkan seluruh urusan ketatalaksanaan dan 
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pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dengan 
lebih baik. 
 
2.2.6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
 Penyelenggaraan publik, dilakukan oleh penyelenggara publik yaitu : 
Penyelenggara negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan 
pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan 
usaha/ badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi pelayanan publik, badan usaha / hukum yang bekerjasama dan / atau 
dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan 
masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
pelayanan publik yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah / pemerintah 
daerah.  
 Menurut pasal 1 ayat 4 UU no. 25 th 2009, bahwa penyelenggara 
pelayanan publik adalah setiap institusi penyelanggara negara, korporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 
kegiatan pelayanan publik 
 Pada ayat 6 undang-undang yang sama disebutkan bahwa pelaksana 
pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang 
bekerja didalam organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan 
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik 
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Komponen-Komponen Penyelenggaraan Pelayanan 
 Standar pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik harus 
mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, UU no. 25 tahun 
2009 mewajibkan kepada para penyelenggara pelayanan untuk menyusun dan 
menetapkan standar pelayanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya 
meliputi, sebagai berikut : 
a. Dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar penyelenggaraan pelayanan 
b. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus 
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan 
teknis maupun administratif 
c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara pelayananan 
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 
pengaduan 
d. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 
pelayanan 
e. Biayaaa/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 
layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari 
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara penyelenggara dan masyarakat 
f. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
36 
 
g. Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas 
yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk 
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan 
h. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 
pengalaman 
i. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan 
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja 
atau atasan langsung pelaksana 
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara 
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tidak lanjut 
k. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksna sesuai dengan 
bahan kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang 
melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya 
l. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 
m. Jaminan dan Keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, 
dan keragu-raguan 
n. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui 
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar 
pelayanan 
  
 Dalam pelaksanaannya standar pelayanan menjadi sebuah acuan bagi 
para pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan 
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pelayanan. Selain itu, standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh 
unit pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui 
media cetak maupun media elektronik sehingga semua masyarakat yang ingin 
mendapatkan pelayanan ditempat tersebut, mekanisme, prosedur, waktu 
pelayanan, biaya, dan lain yang disediakan oleh unit pelayanan publik. 
 
2.2.7. Asas-Asas Pelayanan Publik 
 Menurut Ratminto (2006), ada beberapa asas dalam penyelenggaraan 
pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai 
berikut : 
a. Empati dengan Masyarakat. Pegawai yang melayani urusan perizinan 
dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan 
masyarakat pengguna jasa pelayanan 
b. Pembatasan prosedur. Prosedur dirancang sependek mungkin agar 
konsep one stop shop benar-benar diterapkan 
c. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain 
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarkat pengguna 
jasa pelayanan 
d. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 
pelayanan harus dibatas sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-
benar diperlukan 
e. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 
masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin 
dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewekangan. Dengan 
demikian, tidak ada duplikasi tugas dan kekosongan tugas 
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f. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal 
mungkin dan setransparan mungkin 
g. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan 
juga harus pasti sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan 
tidak resah 
h. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien 
sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat 
dipakai untuk berbagai keperluan) 
i. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 
seringnya masyarakat mengurus izin, masa berlakunya izin harus 
ditetapkan selama mungkin 
j. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan masyarakat. Hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban, baik bagi providers maupun bagi masyarakat harus 
dirumuskan secara jelas dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan 
ganti rugi 
k. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin 
harus menghindarkan terjadinya keluhan. Jika muncul keluhan, harus 
dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan 
tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada 
dapat segera diselesaikan dengan baik 
 
Asas-asas pelayanan publik menurut Kep. MENPAN nomor 63 tahun 2003 
sebagai berikut : 
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a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti 
b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektivitas 
d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat 
e. Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 
suku,ras,agama,golongan,gender dan status ekonomi 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan 
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak 
Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 25/2009, penyelenggaraan pelayanan 
publik berdasarkan : 
a. Kepentingan umum 
b. Kepastian hukum 
c. Kesamaan hak 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban 
e. Keprofesionalan 
f. Partisipatif 
g. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif 
h. Keterbukaan 
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i. Akuntabilitas 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 
k. Ketepatan waktu dan 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 
 
2.2.8. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik 
Menurut Dr. Hardiansyah dalam bukunya yang berjudul Kualitas Pelayanan 
Publik, dimensi atau variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik 
sebagai berikut: 
1. Motivasi kerja aparat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas 
pelayanan publik 
2. Pengawasan masyarakat yang meliputi komunikasi dan nilai masyarakat 
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik 
3. Perilaku birokrasi sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan  
4. Implementasi kebijakan pelayanan terpadu berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan sipil 
5. Perilaku birokrasi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan publik  
6. Kinerja birokrasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik 
7. Kontrol sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas 
pelayanan sipil 
8. Implementasi kebijakan tata ruang mempunyai hubungan korelasi yang 
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 
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9. Terdapat pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
pegawai 
10. Perilaku aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
layanan publik 
11. Motivasi kerja aparat yang meliputi dimensi kebutuhan, pengharapan, 
insentif, dan keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 
pelayanan publik 
12. Kemampuan aparatur memberikan pengaruh lebih besar daripada 
perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan 
13. Pengalaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 
pelayanan 
14. Tanggung jawab memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 
pelayanan 
15. Komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap kualitas pelayanan 
16. Kemampuan aparatur, budaya organisasi, dan kebijakan yang 
mendukung menjadi variabel utama yang mempengaruhi kinerja 
pelayanan publik sedangkan variabel motivasi menjadi faktor proaktif dan 
dinamisator bagi peningkatan kinerja pelayanan publik 
17. Iklim komunikasi organisasi dan aliran informasi berpengaruh positif 
terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan pelayanan 
publik berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat 
18. Restrukturisasi organisasi badan usaha milik daerah memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pelayanan publik 
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19. Perencanaan fasilitas baik secara parsial maupun simultan berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan 
20. Perubahan radikal, restrukturisasi, pemanfaatan  teknologi informasi dan 
efisiensi pelayanan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap 
peningkatan kualitas pelayanan 
21. Pemberdayaan aparatur birokrasi berpengaruh positif terhadap kualitas 
pelayanan 
22. Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pelayanan secara 
signifikan ditentukan oleh dimensi pemimpin, pengikut dan situasi 
 
2.3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
2.3.1. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
 Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan 
yang lebih terbuka, serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan 
yang lebih cepat lagi dalam kebutuhan dan tuntutan akan layanan publik, 
pelayanan birokrasi tradisional dianggap tidak lagi memadai. 
 Untuk itu, diperlukan model baru yang mampu beradaptasi dengan 
tuntutan perubahan ini. Model yang mampu menyesuaikan berbagai persoalan 
masyarakat serta merespons berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. 
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelengaaran 
Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan 
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 
non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan 
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 
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 Pengertian PPTSP Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, 
yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan 
konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas 
front office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara pemohon 
dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi jika 
ada masyarakat yang ingin memiliki ijin tinggal.  
 Melalui PTSP ini, investor akan lebih dipermudah saat mengurus 
perizinan usaha. Sebab PTSP mengintegrasikan titik penerimaan permohonan 
19 perizinan dan non perizinan pada satu tempat. Dengan begitu, selain dapat 
memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya para investor juga 
dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan 
hanya dalam satu langkah. 
(dikutip dari artikel Pemprov Kalteng, 
http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=1792. Diakses pada Tanggal 2 
November 2015) 
 Selanjutnya, Berdasarkan Perpres nomor 97 tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan 
tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 
 Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Nonperizinan adalah 
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segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
2.3.2. Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 Berdasarkan Perpres nomor 97 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tujuan PTSP 
adalah sebagai berikut : 
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 
b. memperpendek proses pelayanan; 
c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, 
pasti, dan terjangkau; dan 
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada 
masyarakat. 
 Selanjutnya, Tujuan Penyelenggaraan PTSP Pembentukan 
penyelenggaraan PTSP pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan 
birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk :  
1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan 
dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga 
akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.  
2. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, 
pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur 
pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.  
3. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan 
mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan 
persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan 
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penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap 
pengurangan biaya dan waktu. 
2.3.3. Prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
Berdasarkan Perpres nomor 97 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP dilaksanakan dengan prinsip: 
a. keterpaduan; 
b. ekonomis; 
c. koordinasi; 
d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang; 
e. akuntabilitas; dan 
f. aksesibilitas. 
 
2.3.4. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) & Asas 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
A. Penyelenggara PTSP 
 Berdasarkan Perpres Nomor 97 tahun 2015 Bab 1 pasal 1, 
Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintahdaerah, Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan 
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. 
Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan 
oleh: 
1. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman 
Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang 
penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah; 
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2. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 
dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan 
provinsi; dan 
3. Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi 
urusan kabupaten/kota 
 
Penyelenggaraan PTSP dapat tercermin dari Efektivitas Penerapan 
Pelayanan Publik-nya yang meliputi : 
1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari proses 
Awal penyerahan dokumen, penandatanganan dokumen oleh Kepala 
PTSP hingga Penyerahan Dokumen yang dilakukan pada Satu Pintu; 
2. Ketersediaan Sumberdaya Manusia (Kompetensi dan Kemampuan 
Teknis); 
3. Sarana dan Prasarana (Gedung beserta peralatan pendukung 
perkantoran, komputerisasi dan aplikasi perizinan/non perizinan); 
4. Sarana memperoleh Informasi (telepon/fax, Media Touch Screen dan 
Website); 
5. Mekanisme Kerja (Visi/Misi, Maklumat/Janji Layanan, Standar Pelayanan, 
SOP, Pelaksanaan IKM serta memiliki mekanisme Front Office dan Back 
Office); 
6. Ketersediaan Layanan pengaduan/Helpdesk (SOP, media pengaduan 
dan pengelolaan pengaduan berbasis database); 
7. Keberadaan SPIPISE (bagi yang melaksanakan Perizinan bidang 
Penanaman Modal). 
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B.  Asas Penyelenggaraan PTSP  
1. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti oleh usaha jasa.  
2. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
3. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan dan harapan masyarakat.Salah satu contoh dengan 
menggunakan jasa urus perijinan yang resmi 
4. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 
suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.Dan juga warga 
yang ingin memiliki surat ijin membangun bangunan 
5. Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan pariwisata hanya melibatkan 
tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang telah di tetapkan.  
6. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima 
pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 
pihak.  
7. Profesional, pemprosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, 
baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan 
penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan 
berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.  
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2.4. Investasi (Penanaman Modal) 
2.4.1. Pengertian Investasi (Penanaman Modal) 
 Investasi adalah penanaman modal untuk biasanya berjangka panjang 
dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai 
kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan 
resiko yang ditanggung. Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari 
investasi tersebut yang dapat berupa capital gain/loss dan yield. Alasan seorang 
investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 
baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai 
kekayaan yang dimiliki. 
 Investasi adalah Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 
yang dilakukan pada saat ini, dengan jumlah memperoleh sejumlah saham saat 
ini dengan harapan menerima keuntungan dari kenaikan harga saham. 
 Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan 
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 
yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal 
dalam negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut sebagai 
“PMDN”) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (“UUPM”), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari 
penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, 
badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang 
melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan 
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usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas 
(“PT”) 
 Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, 
badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman 
modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis 
usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis 
usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan 
kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam 
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang 
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di 
Bidang Penanaman Modal. 
 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penanaman 
Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 
modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha. di 
wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan, Penanam Modal adalah 
perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat 
berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 :  
 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.  
 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 
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oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam 
negeri. 
 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 
negeri. 
 
2.4.2. Tujuan Penyelenggaraan Investasi (Penanaman Modal) 
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 25 tahun 2009, antara lain : 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 
b. menciptakan lapangan kerja; 
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari 
luar negeri; dan 
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
2.4.3. Asas Penyelenggaraan Penanaman Modal 
Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: 
a. kepastian hukum; 
51 
 
b. keterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; 
e. kebersamaan; 
f. efisiensi berkeadilan; 
g. berkelanjutan; 
h. berwawasan lingkungan; 
i. kemandirian; dan 
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
 
B. Dasar Hukum 
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
 Kepmen PAN no. 90 / MENPAN / 1989 tentang Delapan Program 
Strategis Pemicu Pendayahgunaan Adm. Negara. Di antara 8 program 
strategis tersebut salah satunya adalah tentang pendayahgunaan 
pelayanan publik 
 KEPMEN PAN No. 1 / 1993 tentang pedoman tatalaksana pelayanan 
umum. Yang antara lain mengatur tentang asas pelayanan umum, tata 
laksana pelayanan umum, biaya pelayanan umum, dan penyelesaian 
persoalan dan sengketa 
 Inpres no.1 / 1995 tentang perbaikan dan peningkatan Mutu Pelayanan 
Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat. Inpres RI kepada MENPAN 
untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dengan 
departemen / instansi pemerintah di Pusat dan daerah untuk memperbaiki 
dan meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada 
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masyarakat, baik yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan 
pemerintah, pembangunan, maupun kemasyarakatan. 
 KEPMEN PAN no. 06 / 1995 tentang Pedoman Penganugrahan 
Penghargaan Abdisatyabakti bagi unit kerja / kantor pelayanan 
percontohan 
 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 
2003 
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 
 Keputusan Presiden No.27 tahun 2009 pasal 1 
 KEPMEN PAN no 63 / 2003 tentang pedoman penyelenggaraan 
Pelayanan 
 KEPMEN PAN no. 25 / 2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas 
Pelayanan 
 
C. Kerangka Pemikiran 
 Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas pelayanan terpadu satu 
pintu pada BKPMD & P2T Sulawesi Barat, maka penulis menggunakan Teori 
efektivitas menurut Siagian (2004 : 151) adalah pemanfaatan sumber daya, 
dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu 
tertentu tepat pada waktunya. Mengingat hambatan penyelenggaraan PTSP di 
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BKPMD & P2T Sulawesi Barat mengenai Sumber daya manusia yang belum 
cukup serta sarana dan prasarananya belum memadai. Dan teori ini juga 
dihubungkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 tahun 2014 
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana menekankan 
pada Peningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang cepat, efektif, 
efisien dan transparan. 
 
Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemberian Izin Investasi 
Provinsi Sulawesi barat 
Faktor-Faktor pendukung 
Efektivitas : 
 Sumber Daya Manusia 
 Dana / Biaya 
 Sarana dan Prasarana 
“Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian 
Izin Investasi di Provinsi Sulawesi Barat”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Sugiyono (2010) penelitian kualitatif bertujuan untuk 
mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah 
proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah, sehingga dapat 
dipahami tingkat Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin 
Investasi di Provinsi Sulawesi Barat. 
 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti. Mengungkap situasi sosial tertentu dengan 
mendeskripsikan kenyataan secara benar, teknik pengumpulan dan analisis data 
yang relevan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi 
sehingga penulis mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan 
memahami tingkat Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian 
Izin Investasi di Provinsi Sulawesi Barat. 
3.3. Unit Analisis 
 Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai BKPMD & P2T dan 
masyarakat yang  memanfaatkan (mengurus izin investasi) di BKPMD & P2T 
Provinsi Sulawesi Barat. 
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3.4. Sumber Data 
 Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini 
dibedakan atas dua jenis yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer atau data pokok merupakan data yang diperoleh penulis 
dengan terjun langsung ke objek penelitian,dalam hal ini melakukan 
wawancara dan observasi ke beberapa dinas terkait, diantaranya: 
a. Wawancara 
 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneiliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 
peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan 
dengan informan lebih mendalam. Djam’an & Aan, (2014:130) 
wawancara untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber 
data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara 
dilakukan dengan pihak BKPMD & P2T dan masyarakat yang 
memanfaatkan (mengurus izin) di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi 
Barat sebagai penerima layanan. 
 
b. Observasi 
 (Syaodih, 2006:220), Observasi atau pengamatan 
merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 
mengadakan oengamatan terhadap kegiatan yang sedang 
berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak BKPMD & P2T  
dan masyarakat yang memanfaatkan (mengurus izin) di BKPMD & 
P2T  Provinsi Sulawesi Barat sebagai penerima layanan. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau 
catatan, tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang 
mendukung kelengkapan data primer.   
 
3.5. Narasumber atau Informan 
 Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 
berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana efektivitas  
pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian izin investasi di BKPMD & P2T 
Provinsi Sulawesi Barat meliputi : 
1. Kepala Badan 
2. Sekretaris 
3. Kabid Perizinan dan Non Perizinan 
4. Kasubid Perizinan dan Non Perizinan & Kasubid Perizinan Monitoring dan 
Evaluasi Perizinan 
5. Petugas Front Office & Back Office 
6. Para Investor asing / Investor Nasional yang mengurus Izin Investasi 
 
3.6. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian adalah di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
 
3.7. Teknik Pengumpulan Data 
a. Studi Kepustakaan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 
menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang 
ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan 
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erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-
laporan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
b. Studi Lapangan, dimana peneliti mengamati apa yang dilihat, didengar 
dan dialami dalam proses pengumpulan data dilapangan. 
3.8. Analisis Data 
Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 
analisis data deskriptif kualitatif, dimana pemaparan kenyataan yang peneliti 
peroleh dari lapangan  yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan 
mekanisme penulisan skripsi 
3.9. Fokus Penelitian 
 Fokus dalam penelitian ini adalah pencapaian Efektivitas Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Investasi di Provinsi Sulawesi Barat. 
melalui sumberdaya yang berkompeten, sarana prasarana yang memadai, serta 
biaya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan.  
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BAB IV 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
4.1. Letak Geografi Provinsi Sulawesi Barat 
 Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah yang terletak pada sisi barat Pulau 
Sulawesi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. 
Provinsi terbentuk pada tanggal 5 oktober 2004 berdasarkan UU no 26 tahun 
2004 yang menetapkan Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi. Secara geografis 
provinsi ini terletak pada 0 12’-3 38’ LS dan 118 43’15” – 119 54” BT. Sulawesi 
Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan selat 
Makassar di sebelah barat. Sedangkan sebelah selatan dan timur dibatasi oleh 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Sebelum Provinsi Sulawesi Barat berdiri pada tahun 2004, terbentuk dua 
kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Mamasa (Pemekaran dari Kabupaten 
Polewali Mamasa) dan Kabupaten Mamuju Utara (pemekaran dari Kabupaten 
Mamuju). Saat ini, secara administratif, Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten 
antara lain Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju 
Utara, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten 
Mamasa. 
 Secara umum panjang jalan nasional di Sulawesi Barat tahun 2014 
sekitar 763,17 Km, dengan kondisi baik 565,91 Km, sedang 46 Km, rusak 13,5 
Km, dan rusak berat 137,76 Km (Sumber : Sulawesi Barat dalam angka 2015). 
Sementara jalan Provinsi dan jalan Kabupaten tercatat masing-masing 
sepanjang 595, 19 Km dan 6001,92 Km. Secara keseluruhan total panjang jalan 
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di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 mencapai 7360,28 Km yang 
mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
sebesar 7378,41 Km. 
 
4.2. Sekilas tentang Terbentuknya BKPMD & P2T di Provinsi Sulawesi Barat 
 Pelaksanaan otonomi daerah di indonesia berdasarkan UU No. 32 Th 
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan landasan bagi pemerintah 
daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah 
menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam menbuat kebijakan dan 
peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan 
pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah. Dengan 
otonomi daerah diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik sekaligus 
memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat. 
 Eksistensi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) 
yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu pada BKPMD 
& P2T Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah 
Provinsi Sulawesi Barat No. 5 Tahun 2011 tanggal 7 November 2011 tentang 
Perubahan, kedua atas Perda No. 4 TH 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga teknis daerah 
Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 05 
Th 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan 
Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Badan Promosi Penanaman Modal 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 Sebagai penyelenggara PTSP BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas badan dibidang teknis 
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operasional pelayan perizinan terpadu yakni Memimpin, Mengawasi, 
Mengkoordinasikan Pelaksanaan. proses Pelayanan Perizinan dan Pelayanan 
Non Perizinan dari beberapa SKPD Teknis di Provinsi Sulawesi Barat dengan 
Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinplikasi. 
 Dengan adanya kebijakan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk 
menjadikan BKPMD & P2T sebagai penyelenggara PTSP dengan prinsip biaya 
nihil, tidak adanya biaya sama sekali pada semua perizinan yang diurus melalui 
PTSP. 
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) harus benar-benar memegang 
prinsip pelayanan yang penuh kepastian, pelaksanaan pelayanan harus dapat 
diselesaikan dalam kurung waktu yang telah ditentukan, wktu yang dijanjikan 
sebenarnya berkaitan erat dengan ketersediaan data dan dukungan SKPD terkait 
dan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan pemohon. Oleh karena itu 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu memanfaatkan Sistem Pelayanan Informasi 
Perizinan Investasi Secara Elektronik ( SPIPISE ) yang terkoneksi dengan BKPM 
RI khususnya perizinan bidang penanaman modal dan untuk sektor lain proses 
perizinannya masih dilakukan secara manual di PTSP BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat. 
 
4.3. Maksud / Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan BKPMD & P2T di 
Provinsi Sulawesi Barat. 
a. Maksud / Tujuan 
 Maksud di selenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai 
upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, 
efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan untuk 
61 
 
mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan 
perizinan. 
Tujuan Pelayanan Terpadu adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, 
efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum. 
b. Prinsip 
 Sebagai penyelenggara PTSP BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas badan dibidang teknis 
operasional pelayan perizinan terpadu yakni Memimpin, Mengawasi, 
Mengkoordinasikan Pelaksanaan. proses Pelayanan Perizinan dan Pelayanan 
Non Perizinan dari beberapa SKPD Teknis di Provinsi Sulawesi Barat dengan 
Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinplikasi. 
Penjabaran dari prinsip tersebut : 
1. Dimanifestasikan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
yang sejalan dengan kebijakan nasional. 
2. Integrasi dalam bentuk pernyataan dari seluruh SKPD yang terkait dalam 
satu tempat yaitu di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat sebagai 
penyelenggara PTSP. 
3. Sinplikasi dan Sinkronisasi dikonkritkan dalam bentuk penyederhanaan 
prosedur yang dapat mereduksi waktu pengurusan perizinan hingga 
sesedikit mungkin. 
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) harus benar-benar memegang 
prinsip pelayanan yang penuh kepastian, pelaksanaan pelayanan harus dapat 
diselesaikan dalam kurung waktu yang telah ditentukan, wktu yang dijanjikan 
sebenarnya berkaitan erat dengan ketersediaan data dan dukungan SKPD terkait 
dan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan pemohon. Oleh karena itu 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu memanfaatkan Sistem Pelayanan Informasi 
Perizinan Investasi Secara Elektronik ( SPIPISE ) yang terkoneksi dengan BKPM 
RI khususnya perizinan bidang penanaman modal dan untuk sektor lain proses 
perizinannya masih dilakukan secara manual di PTSP BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat. 
 
4.4. Visi, Misi, dan Motto BKPMD & P2T di Provinsi Sulawesi Barat. 
Visi : 
“ Terwujudnya Jasa Pelayanan Perizinan Yang Prima Mendapatkan Pengakuan 
Dari Dunia Usaha “ 
Misi : 
a. Menata Sistem Secara Cepat, Tepat dan Tanpa Biaya ( Gratis ) 
b. Mendorong Kreatifitas dan Prakarsa Masyarakat 
c. Meningkatkan Peluang Usaha dan Investasi 
d. Meningkatkan Transparansi Proses Perizinan 
Motto PTSP : 
a. Profesional Dalam Bekerja 
b. Simpatik Dalam Pelayanan 
c. Kepuasan Harapan Kami 
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4.5. Struktur kelembagaan BKPMD & P2T serta Alur Pengendalian Prizinan 
PTSP 
 
Gambar 3. Struktur Kelembagaan 
 
 Adapun susunan jumlah pegawai di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi 
Barat sesuai dengan bagiannya adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 1. Data Jumlah Pegawai di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
No. Klasifikasi Kerja Jumlah 
1. Kepala Badan 1 
2. Sekretariat 14 
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3. Data 5 
4.  Pengawasan 8 
5. Perizinan  9 
6. Promosi 10 
Jumlah 47 
Sumber : BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
 
4.6. Tugas Pokok dan Fungsi BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
 Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah bidang promosi penanaman modal daerah dan 
pelayanan perizinan terpadu, melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan azas otonomi daerah, dekonsenterasi dan tugas pembantuan. 
 Dalam menyelanggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 tahun 2013 ayat (1), tentang tugas 
pokok dan fungsi organisasi promosi penanaman modal daerah dan pelayanan 
perizinan terpadu provinsi sulawesi barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : 
a. Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis badan koordinasi 
penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
meliputi kesekretariatan, pengendalian, promosi, pelayanan perizinan dan 
pengembangan investasi 
c. Penyelenggaraan koordinasi dengan tim teknis perizinan 
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4.7. Tugas dan Kewajiban, Fungsi, dan Uraian Tugas Pegawai 
A. Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, 
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas 
pokok badan serta mengkoordinasikan dengan tim teknis perizinan. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kepala badan mempunyai fungsi : 
1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian, promosi 
investasi, pelayanan perizinan dan pengolahan data dan litbang. 
2. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengendalian, 
promosi investasi, pelayanan perizinan dan pengolahan data dan 
litbang. 
3. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksaan pelaksanaan 
tugas-tugas dibidang pengendaliaan, promosi investasi, pelayanan 
perizinan dan pengolahan data dan litbang. 
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas 
pokok dan fungsi badan. 
5. Penyelenggaraan koordinasi dengan izin teknis perizinan. 
 
Rincian tugas Kepala Badan : 
1. Menyelenggarakan memimpin, membina, dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan. 
2. Menyelenggarakan penetapan program kerja badan. 
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3. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan 
kebijakan umum pemerintah provinsi sulawesi barat. 
4. Penyelenggaran perumusan dan penetapan pemberian dukungan 
tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang 
pengendalian, promosi investasi, pelayanan perizinan atau 
pengolahan data dan litbang. 
5. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
program kesekretariatan, pengendalian, promosi investasi, pelayanan 
perizinan dan pengolahan data dan litbang. 
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
pemerintah, swasta dan lembaga terkaitlainnya untuk kelancaran 
pelaksanaan kegiatan badan. 
7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan 
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LPPD, 
LKPJ, SPM, dan Laporan kinerja bulanan badan serta pelaksanaan 
tugas-tugas teknis dan evaluasi, pelaporan yang meliputi 
pengendalian, promosi investasi, pelayanan perizinan dan 
pengolahan data dan litbang. 
8. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan. 
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan tim teknis perizinan. 
10. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pengendalian, promosi 
investasi, pelayanan perizinan dan pengolahan data dan litbang. 
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11. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi 
pemerintahan dan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan 
kegiatan di Kabupaten/Kota. 
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 
 
B. Sekretaris 
 Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi 
perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, 
pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. 
 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : 
1. Pengkajian bahan dan koordinasi perencanaan dan program badan. 
2. Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan. 
3. Pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian. 
 
Rincian Tugas Sekretaris : 
1. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program 
badan. 
2. Melaksanakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan  
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
4. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja 
5. Melaksanakan pengendalian administrasi belanja 
6. Melaksanakan  pengelolaan administrasi kepegawaian 
7. Melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketalaksanaan 
8. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan 
68 
 
9. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 
perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat 
10. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan 
11. Melaksanakan penyusunan rencana strategis dan laporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), LKPJ, SPM, dan 
Laporan kinerja bulanan badan. 
 
C. Kabid Perizinan 
 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok 
melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang 
perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 
 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bidang pelayanan perizinan terpadu mempunyai fungsi : 
1. Penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pelayanan 
perizinan terpadu. 
2. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dibidang pelayanan 
perizinan terpadu. 
 
Rincian tugas bidang pelayanan perizinan terpadu : 
1. Penyusunan rencana kerja bulananan dan tahunan bidang pelayanan 
perizinan terpadu 
69 
 
2. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pelayanan sistem 
aplikasi penanaman modal 
3. Melaksanakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi 
secara elektronik (SPIPISE) 
4. Menyelenggarakan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan 
yang berkaitan dengan berusaha 
5. Melaksanakan pelayanan aplikasi perizinan dan non perizinan yang 
berkaitan dengan berusaha 
6. melaksanakan pembinaan serta fasilitasi perizinan dan non perizinan 
yang berkaitan dengan berusaha 
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengaduan pelaporan 
pelaksanaan tugas 
8. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan pelaporan 
penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala badan melalui 
sekretaris 
9. Melaksanakan koordinasi bidang pelayanan perizinan terpadu 
terhadap unit kerja teknis terkait 
 
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, membawahi : 
1. Sub bidang pelayanan izin dan non izin 
2. Sub bidang monitoring dan evaluasi perizinan 
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D. Kasubid Perizinan dan Non Perizinan 
 Sub bidang pelayanan Izin dan Non Izin mepunyai tugas pokok 
pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi izin pelaksanaan yang 
berkaitan dengan berusaha. 
 Salam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sub bidang pelayanan Izin dan Non Izin mempunyai fungsi : 
1. Penyusunan rencana kegiatan kerja bulanan dan tahunan sub bisang 
pelayanan izin dan non izin yang berkaitan dengan berusaha. 
2. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi izin dan non 
izin yang berkaitan dengan berusaha 
 
Rincian tugas sub bidang pelayanan izin dan non izin : 
1. Menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan sub bidang pelayanan 
izin dan non izin yang berkaitan dengan berusaha 
2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan perizinan dan 
non perizinan yang berkaitan dengan berusaha  
3. Melaksanakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi 
secara elektronik (SPIPISE) 
4. Melaksanakan koordinasi terhadap instansi teknik terkait sesuai 
bidang tugasnya 
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan 
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E. Kasubid Perizinan Monitoring dan Evaluasi Perizinan 
 Sub bidang Monitoring dan Evaluasi perizinan mempunyai tugas 
melaksanakan penilaian penanaman modal yang disampaikan melalui LKPM dan 
pelaksanaan evaluasi atas laporan tersebut. 
 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sub bidang Monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi : 
1. Penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan kegiatan sub bidang 
monitoring evaluasi perizinan 
2. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan 
3. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas bawahan 
 
Rincian tugas sub bidang monitoring dan evaluasi perizinan : 
1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan 
kegiatan sub bidang monitoring dan evaluasi perizinan 
2. Melaksanakan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan 
3. Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan 
bawahan 
4. Melaksanakan penyusunan laporan relisasi perkembangan kegiatan 
penanaman modal PMDN / PMA yang surat persetujuannya 
diterbitkan oleh BKPM / BKPMD & P2T Provinsi 
5. Melaksanakan evaluasi dan penelitian laporan kegiatan penanaman 
modal bagi PMDN / PMA yang surat persetujuannya diterbitkan oleh 
BKPM / BKPMD & P2T Provinsi 
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6. Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penanaman modal 
PMDN / PMA yang surat persetujuannya diterbitkan oleh BKPM / 
BKPMD & P2T Provinsi 
7. Melaksanakan pemberian teguran dan tidak lanjut tentang laporan 
pelaksanaan penanaman modal PMDN / PMA 
8. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi laporan pelaksanaan 
penanaman modal setiap periode laporan PMDN / PMA 
F. Petugas Front Office & Back Office 
Front Office (Terdiri atas dua bagian. Bagian Informasi & Bagian Pendaftaran). 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada SOP di BKPMD 
& P2T, front office mempunyai tugas : 
1. Memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan 
permohonan pelayanan 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan 
3. Mengembalikan berkas yang belum lengkap kepada pemohon 
4. Meregistrasi berkas permohonan yang telah lengkap dan benar 
5. Memberikan tanda terima kepada pemohon 
6. Meneruskan berkas permohonan kepada Back Office 
 
Back Office (Terdiri atas dua bagian. Bagian Pemrosesan & Bagian Pengarsip 
izin). 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada SOP di BKPMD 
& P2T, back office mempunyai tugas : 
1. Melakukan validasi dan proses rekomendasi teknis 
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2. Melakukan data entry dan mencetak dokumen izin / non izin untuk 
siap paraf dan penandatanganan 
3. Mengarsipkan izin yang masuk di BKPMD & P2T Provinsi 
 
G. Tim Teknis 
 Tim teknis mempunyai tugas pokok pelaksanaan koordinasi dan 
pengkajian persyaratan permohonan yang berkaitan dengan berusaha dan 
memberikan rekomendasi kepada kepala BKPMD & P2T dalam proses 
penertiban izin usaha. 
 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tim teknis mempunyai fungsi : 
1. Penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan kegiatan kerja Tim 
Teknis 
2. Penyiapan bahan dalam rangka penelitian kelengkapan persyaratan 
permohonan yang berkaitan dengan berusaha 
3. Pengkajian dan penelitian lapangan terhadap kelengkapan 
persyaratan proses permohonan yang berkaitan dengan berusaha 
 
Rincian tugas Tim Teknis : 
1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan 
kegiatan kerja Tim Teknis 
2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian kelengkapan persyaratan 
proses permohonan yang berkaitan dengan berusaha 
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3. Memberikan rekomendasi kepada kepala BKPMD & P2T dalam 
proses penertiban surat persetujuan izin yang berkaitan dengan 
berusaha 
4. Melaksanakan koordinasi terhadap unit kerja terkait 
 
TABEL 2. Jenis Perizinan dan Non Perizinan 
 
NO. 
SKPD Penanggung 
Jawab Izin dan Non 
Perizinan 
Jenis Perizinan dan Non Perizinan 
1. Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 
Daerah & Pelayanan 
Perizinan Terpadu 
1. Izin Prinsip Penanaman Modal 
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 
4. Izin Usaha 
5. Izin Usaha Perluasan 
6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 
Penanaman Modal (Merger) 
7. Izin Usaha Perubahan 
8. Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal 
9. Insentif Daerah dan/atau kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah Sesuai 
Kewenangan Badan Penanaman Modal. 
10. Layanan Informasi Penanaman Modal 
11. Kegiatan Usaha Berada/Berlokasi pada 2 
(dua) Wilayah Kabupaten/Kota atau lebih 
Dalam satu Wilayah Provinsi 
 
2. Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika 
1. Izin Angkutan Dalam Trayek ( AKAP ); 
2. Izin Operasi Angkutan Taksi/Tidak Dalam 
Trayek; 
3. Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan 
Pesawat Udara (SIUP EMPU); 
4. Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang; 
Bandara Udara / Penerbangan; 
5. Surat Izin Perusahaan Jasa Pengurusan 
Transportasi (SIUP – JPT); 
6. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran 
Rakyat (SIUPPER); 
7. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor 
Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional / 
Angkutan Laut (SIUPAL); 
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8. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti 
Kemas (SIUP DPK); 
9. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus 
Regional; 
10. Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam 
DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional; 
11. Izin Reklamasi di Dalam DLKr/DLKp 
Pelabuhan Laut Regional; 
12. Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut Bagi 
Perusahaan Yang berdomisili dan 
Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar 
Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi 
Setempat; 
13. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi 
Perusahaan Yang Berdomisili dan 
Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar 
Kabupaten/Kota Wilayah Kabupaten/Kota 
dalam Wilayah Provinsi Setempat, 
Pelabuhan Antar/Provinsi dan Internasional 
( Lintas Batas ); 
14. Izin Usaha Tally  di Pelabuhan; 
15. Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan 
ke Kapal; 
16. Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder; 
17. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;  
18. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan 
laut/Peralatan  Penunjang Angkutan Laut; 
19. Izin BTS/Tower; 
20. Izin TV Berlangganan; 
21. Izin Lembaga Penyiaran; 
22. Izin Warnet; 
23. Izin Jasa Titipan; 
 
3. Dinas Kelautan dan 
Perikanan 
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)  
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)  
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan    
4. Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan 
5. Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran 
6. Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan 
 
4. Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi 
dan UKM 
1. Izin Usaha Simpan Pinjam; 
2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT); 
3. Permohonan Persetujuan Prinsip Industri; 
4. Angka Pengenalan Importir Umum (API-U); 
5. Angka Pengenalan Importir Produsen (API-
P); 
6. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi 
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(ETK); 
7. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan 
(ETR); 
8. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk 
Industri Kehutanan (ETPIK); 
9. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK); 
10. Surat Keterangan Asal (SKA); 
 
5. Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 
1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA); 
2. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia Swasta (PPTKIS); 
3. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swata 
(LPTKS); 
 
6. Dinas Kesehatan 1. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan 
(PAK) 
2. Rekomendasi Cabang Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) 
3. Izin Usaha Ikot (Industri Kecil Obat 
Tradisional) 
4. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B 
5. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B 
 
7. Dinas Sosial 1. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah 
(UGB). 
2. Rekomendasi/Izin Pengumpulan Uang atau 
Barang (PUB) 
3. Tanda Terdaftar bagi Organisasi 
Orsos/LSM/UKS yang bergerak di bidang 
kesejahteraan Sosial 
 
8. Dinas Kehutanan 1.  Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 
(IUIPHHK) kapasitas Produksi sampai 
dengan 2000 m3 
2.  Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 
(IUIPHHK) kapasitas Produksi 2000 
m3/tahun sampai dengan 6000 m3/tahun 
3. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Hutan 
Produksi Konversi yang telah dikonversi 
atau Tukar menukar Kawasan Hutan 
4. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan 
Kayu (IPIHHK) 
 
9. Dinas Perkebunan 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) 
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2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) 
3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan 
(IUP-P) 
4. Izin Persetujuan Perubahan Luas Lahan 
Jenis Tanaman 
5. Izin Persetujuan Perubahan Kapasitas 
Pengolahan Hasil 
6.  Perubahan Kapasitas pengolahan Hasil 
7. Izin Diversifikasi Usaha perkebunan. 
8. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan 
(TRUP) 
9. Rekomendasi Tehnik Kesesuaian Lahan 
 
10. Badan Lingkungan 
Hidup 
1. Izin pengumpulan/Penyimpanan limbah B3 
skala provinsi (kecuali Oli Bekas) 
 
11. Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
1.  Rekomendasi  Pemanfaatan Ruang Milik 
Jalan Untuk Pemasangan Utilitas Pada 
Ruas Jalan Nasional/Provinsi 
2. Izin Prinsip Pemamfaatan Ruang 
 
12. Dinas Energi dan  
Sumber Daya Mineral 
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)  
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 
3. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 
4. Izin Usaha pertambangan Operasi 
Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan 
Penjualan 
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi 
Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan 
Pemurnian 
6. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air 
Bawah Tanah/ABT (SIPPAT) 
7. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Air 
Tanah 
8. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik 
(IUPTL) 
9. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
10. Izin Operasi Instalasi 
 
11. Izin Pemamfaatan Jaringan 
(Telekomunikasi, Multimedia dan 
Informatika) 
12. Izin Pemamfaatan Langsung Panas Bumi 
13. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati 
(Biofuel 
14. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 
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H. ANWAR ADNAN SALEH 
 
13. Dinas Pertanian dan 
Peternakan  
1. Izin pemasukan/pengeluaran Ternak Bibit/ 
Potong 
2. Izin pemasukan/pengeluaran Ternak 
Kesayangan 
3. Izin Pemasukan/Pengeluaran Bahan Asal 
Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan 
(HBAH) 
4. Izin Depo Obat Hewan  
5. Sertifikasi Produk Prima 3 dan Prima 2. 
Sumber : BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
BAB V  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian izin Investasi di 
BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
 Masalah perizinan merupakan salah satu isu utama yang akan 
meningkatkan iklim usaha dan mendorong investasi swasta baik domestik 
maupun asing yang pada gilirannya nanti dapat menciptakan lapangan kerja dan 
meningkatkan pendapatan daerah. Kualitas pelayanan terpadu satu pintu dalam 
pemberian izin sendiri juga dapat diidentifikasi dari peraturan pemerintah daerah 
dalam mendukung sekaligus memberikan legitimasi lembaga perizinan di daerah 
untuk memberikan pelayanan secara lebih efisien dan efektif.  
PTSP di bidang penanaman modal, merupakan sistem penyederhanaan 
izin penanaman modal di yang dibagi dalam tiga paket yaitu, proses perizinan 
selama 10 hari, 25 hari, dan 32 hari. Melalui PTSP ini, investor akan lebih 
dipermudah saat mengurus perizinan usaha. Sebab PTSP mengintegrasikan titik 
penerimaan permohonan 19 perizinan dan non perizinan pada satu tempat. 
Dengan begitu, selain dapat memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, 
dan biaya para investor juga dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh 
perizinan dan non perizinan hanya dalam satu langkah. 
Dengan keberadaan BKPMD & P2T di Provinsi Sulawesi Barat 
diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi para investor 
ataupun masyarakat dalam pengurusan izin. Sehingga mereka mendapatkan 
pelayanan yang baik efektif serta efisien. 
Upaya dalam memberikan pelayanan prima yang merupakan harapan 
masyarakat dan sekaligus tujuan dari BKPMD & P2T di Provinsi Sulawesi Barat. 
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Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dengan 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap sikap dan prilaku petugas atau pegawai, 
prosedur pelayanan yang ditawarkan serta sarana dan prasarana yang telah 
disediakan di BKPMD & P2T selama mereka mengurus izin. 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa untuk Mengetahui 
Faktor-Faktor apakah yang mendukung Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dalam Pemberian izin Investasi di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
khususnya dalam izin investasi, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan 
oleh Siagian yaitu pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana 
dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 
menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada 
waktunya. (Sumber Daya Manusia), hal ini berkaitan dengan kompetensi sumber 
daya manusia dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal 
dan berdaya guna. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan 
otonomi yang berbasis pada kemampuan daerah kabupaten atau kota dengan 
memberikan pelayanan publik secara mandiri, terpadu, dan efektif. (Dana / 
Biaya), Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat 
agar dapat mengestimasi marginal cost, sehingga dapat ditetapkan harga 
pelayanan yang tepat. Digunakan marginal cost atau tidak, yang jelas harus ada 
kebijakan yang jelas mengenai harga pelayanan yang mampu menunjukkan 
biaya secara akurat dan mampu mengidentifikasi skala subsidi publik. (Sarana & 
Prasarana), Sarana dan prasarana diyakini sangat berperan dalam peningkatan 
efektivitas pelayanan karena merupakan sarana pendukung bagi kelancaran 
proses pelayanan publik yang dilakukan oleh para aparatur negara kepada 
masyarakat. Dalam hal ini pemberian izin investasi tidak akan memakan waktu 
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yang lama. Karena peran sarana dan prasarana ialah mempercepat proses 
pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan 
produktivitas, kualitas kerja lebih baik, menimbulkan rasa kenyamanan, 
ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin, lebih mudah, serta 
menimbulkan perasaan puas pada investor atau masyarakat yang mengurus izin. 
Indikator tersebut penting dalam menelusuri faktor-faktor yang 
mendukung efektivitas pelayanan yang ditujukan ke publik yang dapat ditinjau 
dari indikator-indikator yang akan dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan 
para informan.  
Adapun indikator faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelayanan 
terpadu satu pintu dalam pemberian izin investasi di BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat meliputi : 
1. Sumber Daya Manusia 
hal ini berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal dan berdaya guna. Hal ini 
merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi yang berbasis pada 
kemampuan daerah kabupaten atau kota dengan memberikan pelayanan publik 
secara mandiri, terpadu, dan efektif. Tanpa kesiapan sumber daya yang baik, 
maka pelayanan publik yang baik pula akan sulit dicapai. 
Terkait dengan Sejauh mana Kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai di 
BKPMD & P2T yang dapat diukur melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat 
menyangkut PTSP, Bapak A.M. selaku Kepala Badan BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat menyatakan bahwa : 
“...sejauh ini, para pegawai yang ada dibidang perizinan itu ada yang 
sudah mengikuti diklat khusus PTSP ada yang belum mengikuti karena 
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setiap undangan diklat dari BKPM itu terbatas untuk peserta yang 
mengikuti dan terdiri atas beberapa tingkatan dan kadang juga kami tidak 
dapat kuota untuk mengikuti diklat tersebut”. (Sumber : Wawancara, 28 
Desember 2015) 
 
Ibu R.N., selaku sekretaris badan di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
menyatakan bahwa : 
“...sejauh ini pegawai yang mengikuti diklat khusus PTSP dan 
penanaman modal masih sangat sedikit. Hanya dua orang yang 
mengikuti diklat dasar. Dan hanya 2 orang yang mengikuti diklat lanjutan. 
Jadi total hanya 4 orang. Jadi menurut saya, mereka masih perlu 
mengikuti diklat lagi”. (Sumber : Wawancara, 28 Desember 2015) 
 
Dan juga Bapak A.F. selaku Kabid Pelayanan izin dan non izin menyatakan 
bahwa : 
“...sejauh ini kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai khususnya 
menyangkut PTSP ini masih kurang, karena ada beberapa yang 
mengikuti diklat khusus PTSP dan penanaman modal ada juga yang tidak 
mengikuti”. (Sumber : Wawancara, 29 Desember 2015) 
 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Izin dan 
Non Izin, Bapak B.B. menyatakan bahwa : 
“...kalau masalah kompetensi yang dimiliki oleh pegawai PTSP  
khususnya di bidang penanaman modal masih sangat kurang karena 
hanya 4 orang yang pernah mengikuti diklat khusus PTSP bidang 
penanaman modal. Dan juga yang ikut diklat ada yang tidak menerapkan 
ilmu yang dia dapatkan. Selain itu, staf yang tidak tahu soal pelayanan 
seharusnya mereka belajar dari yang sudah mengikuti diklat tapi mereka 
bermasa bodoh dan hanya datang duduk saja dikantor.” (Sumber : 
Wawancara, 5 Januari 2016) 
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Pendapat dari Ibu N.M. selaku Front Office / Back Office menyatakan bahwa : 
“...Dan mengenai diklat memang ada beberapa staf disini yang tidak 
pernah mengikuti diklat PTSP khususnya bidang penanaman modal. 
Kalau saya sendiri pernah mengikuti diklat PTSP dan didalamnya juga 
dibahas soal front office dan back office. Kalau yang lain ada yang ikut 
diklat lanjutan sebanyak 2 orang dan diklat dasar Cuma 2 orang saja.” 
(Sumber : Wawancara, 5 Januari 2016) 
 
Dari penuturan informan jumlah pegawai yang mengikuti diklat khusus 
PTSP dan penanaman modal dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai 
masih sangat kurang dikarenakan diklat yang diselenggarakan oleh BKPM 
memiliki kuota yang sangat sedikit dan terdiri dari beberapa tingkat. Berikut kuota 
dan tingkatan diklat resmi dari BKPM : 
 
Gambar 4. Jumlah yang ditentukan diatas untuk seluruh provinsi dan kabupaten di indonesia 
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Terkait dengan kompetensi pegawai dalam melakukan pelayanan 
khususnya dalam pemberian izin investasi, Bapak A.M. selaku Kepala Badan 
BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa : 
“...masih belum maksimal dalam melakukan pelayanan karena mereka 
kurang terlatih untuk melakukan pelayanan. Sehingga, penerbitan izin 
selalu membutuhkan waktu yang lama.” (Sumber : Wawancara, 28 
Desember 2015) 
 
Ibu R.N., selaku sekretaris badan di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
menyatakan bahwa : 
“...masih butuh pembinaan melalui pelatihan-pelatihan tentang pelayanan 
maupun mengenai perizinan serta masih perlu menambah jumlah aparat 
pada PTSP sehingga pelayanan dapat lebih efektif dan lebih efisien 
dalam hal pemanfaatan waktu dalam proses pelayanan.” (Sumber : 
Wawancara, 28 Desember 2015) 
 
Dan juga Bapak A.F. selaku Kabid Pelayanan izin dan non izin menyatakan 
bahwa : 
“...sejauh ini pelayanan di PTSP khususnya pemberian izin investasi itu 
masih belum maksimal karena kurangnya pegawai yang mengikuti diklat. 
Sejauh ini pegawai melakukan pelayanan berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku tetapi, masih ada kekurangan yaitu penerbitan 
izinnya selalu membutuhkan waktu yang lama. Karena terkendala pada 
SOP yang belum ditandatangani oleh Gubernur padahal di SOP sudah 
dijelaskan bahwa Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai 
dengan izin diterbitkan selama 3 (TIGA) HARI KERJA sejak tanggal 
diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.” (Sumber : 
Wawancara, 29 Desember 2015) 
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Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Izin dan 
Non Izin, Bapak B.B. menyatakan bahwa : 
“...masalah pemberian izin ini sudah berjalan sesuai dengan aturan 
walaupun terhambat pada kompetensi yang dimiliki oleh staf, tetapi waktu 
penerbitan izin melewati waktu yang telah kami janjikan kepada investor. 
Kadang, investor meminta untuk dipercepat penerbitan izinnya tetapi kami 
tidak dapat mengeluarkan izin pada waktu yang mereka minta. Dan 
selama terbentuknya PTSP ini, front office, back office, belum terlaksana 
dengan baik sesuai peraturan yang ada, dan tim teknis juga tidak satu 
gedung dengan kami. Jadi akibatnya pelayanan PTSP ini untuk 
pemberian izin penanaman modal belum efektif.” (Sumber : Wawancara, 
5 Januari 2016) 
 
Pendapat dari Ibu N.M. selaku Front Office / Back Office menyatakan bahwa : 
 “...pelayanan di PTSP sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku.Pelayanan pemberian izin investasi menurut saya 
terkendala pada Tim Teknis karena tidak segedung dengan kami jadi 
harus koordinasi melalui surat dan kadang juga Kepala Dinas instansi Tim 
Teknis tidak ada ditempat jadi harus menunggu lagi untuk ditandatangani 
padahal kita sudah katakan bahwa izin ini misalnya harus dikeluarkan 
selama 3 hari terhitung dari masuknya permohonan pembuatan izin 
tersebut. Akibatnya, berkas yang kami kirim lama sampai di BKPMD & 
P2T.” (Sumber : Wawancara, 5 Januari 2016) 
 
Adapun pendapat dari PT Aneka Tambang TBK selaku Investor yang 
mengurus surat izin investasi pada bidang usaha Mineral Logam mengenai 
kompetensi pegawai dalam pemberian pelayanan serta keefekifan pelayanan di 
BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat, Bapak menyatakan bahwa : 
 “...menurut saya, kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di BKPMD & P2T 
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Ini dalam pemberian pelayanan masih kurang karena kalau saya lihat hanya 
ada beberapa saja yang tau menggunakan IT (melaksanakan SPIPISE), dan 
penerbitan izin investasi juga menurut saya sangat lama. Saya juga tidak 
tahu berapa hari kerja dalam pembuatan izin investasi ini karena tidak ada 
pemberitahuan dari front officenya.” (Sumber : Wawancara, 21 Desember 
2015) 
 
Dan juga pendapat dari PT. Toscano Indah Pratama selaku Investor yang 
mengurus surat izin investasi pada bidang usaha Pabrik Pengolahan Kelapa 
Sawit, Bapak menyatakan bahwa : 
“...menurut saya, pelayanan izin agak terlambat penyelesaiannya karena 
adanya beberapa petugas yang kurang memahami secara sepenuhnya 
tentang izin yang kami ajukan sehingga harus menunggu petugas yang 
paham dan ini menyebabkan penggunaan waktu pengurusan izin yang 
cukup banyak, dan kami rasakan ini kurang efektif.” (wawancara, 8 
Januari 2016) 
 
Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan efektif, penempatan 
staf/pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya 
sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk mengetahui 
apakah penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan 
keahlian di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat, maka peneliti melakukan 
wawancara dengan beberapa informan. Berikut penuturan beberapa informan : 
Ibu R.N., selaku sekretaris badan di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
menyatakan bahwa : 
“...dalam penempatan masing-masing pegawai, sebagian besar sudah 
berdasarkan latar belakang dan tingkat pendidikannya agar 
mempermudah mereka dalam mengerjakan tugasnya.” (Sumber : 
Wawancara, 28 Desember 2015) 
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Dan juga Bapak A.F. selaku Kabid Pelayanan izin dan non izin menyatakan 
bahwa : 
“...menurut saya, penempatan pegawai di BKPMD & P2T ini sudah sesuai 
dengan pendidikannya dengan ini diharapkan agar pegawai pada bidang 
perizinan ini dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.” (Sumber : 
Wawancara, 29 Desember 2015) 
 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Izin dan 
Non Izin, Bapak B.B. menyatakan bahwa : 
“...sudah sesuai penempatan dengan tingkat pendidikannya masing-
masing. Tetapi, dalam pengurusan izin penanaman modal masih lama 
karena kurangnya pengetahuan menyangkut tugasnya masing-masing.” 
(Sumber : Wawancara, 5 Januari 2016) 
 
 Penuturan informan diatas serta observasi langsung, peneliti dapat 
menggambarkan bahwa Pelayanan di PTSP telah berjalan berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, memiliki hambatan pada kompetensi 
yang dimiliki oleh sebagian besar pegawai di BKPMD & P2T khususnya dibidang 
perizinan / PTSP ini belum maksimal. Karena kurangnya pengetahuan tentang 
perizinan dan kurangnya pegawai yang mengikuti diklat teknis di bidang 
pelayanan penanaman modal walaupun penempatan pegawai telah sesuai 
dengan latarbelakang pendidikannya masing-masing. Kompetensi yang dimiliki 
oleh pegawai dalam memberikan pelayanan sangat bergantung pada diklat yang 
mereka ikuti beserta tingkatannya. Tetapi, karena jumlah kuota yang disediakan 
oleh BKPM, akhirnya ada yang telah ikut diklat ada yang belum mengikuti, dan 
juga yang mengikuti diklat hanya pada tingkat dua saja dan yang ikut hanya dua 
orang saja. Padahal jumlah keseluruhan pegawai di bidang perizinan ini 
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berjumlah 11 orang yang seharusnya mereka mengikuti semua diklat yang ada, 
mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 8. 
 Selain itu, front office dan back office PTSP belum terlaksana dengan 
maksimal. Akibatnya, maksud penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman 
modal untuk mewujudkan pelayanan perizinan / non perizinan yang mudah, 
cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel belum dicapai secara optimal. 
padahal front office dan back office ini berhadapan langsung dengan para 
investor / masyarakat yang mengurus izin. Seharusnya, front office dan back 
office ini meningkatkan kemampuannya tentang bagaimana memberikan 
pelayanan yang prima kepada masyarakat. Selain itu, para staf ini juga harus 
mengetahui banyak tentang perizinan atau non perizinan yang diajukan oleh 
para investor sehingga dalam pengurusan izin ini tidak terlalu lama dalam 
mengeluarkan izin sehingga dapat terwujud pelayanan yang prima. 
  
2. Dana / Biaya 
Biaya pelayanan adalah tarif pelayanan termasuk rinciannya yang  
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan atau segala biaya sebagai 
imbalan jasa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan  
yang berlaku.  
Penentuan Biaya / Dana Pelayanan Publik harus mempertimbangkan 
Opportunity Cost untuk staf, perlengkapan, dll, Opportunity cost of capital, 
Accounting Price Untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to 
society (opportunity cost). 
 Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat 
agar dapat mengestimasi marginal cost, sehingga dapat ditetapkan harga 
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pelayanan yang tepat. Marginal cost pricing bukan merupakan satu-satunya 
dasar untuk penetapan harga disektor publik. Digunakan marginal cost atau 
tidak, yang jelas harus ada kebijakan yang jelas mengenai harga pelayanan yang 
mampu menunjukkan biaya secara akurat dan mampu mengidentifikasi skala 
subsidi publik. 
Terkait dengan masalah biaya dalam pelayanan di BKPMD & P2T 
Provinsi Sulawesi Barat, Bapak A.M. selaku Kepala Badan menyatakan bahwa  :  
“...Dalam pengurusan izin maupun non izin, penerima layanan (pengurus 
izin) tidak dikenakan biaya apapun.” (Sumber : Wawancara, 28 Desember 
2015) 
 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Izin dan 
Non Izin, Bapak B.B. menyatakan bahwa : 
“...disini itu untuk pengurusan izin maupun non izin tidak ada biaya yang 
dibebankan kepada para pengurus izin (Gratis)” (Sumber : Wawancara, 5 
Januari 2016) 
 
Adapun pendapat dari PT Aneka Tambang TBK selaku Investor yang 
mengurus surat izin investasi pada bidang usaha Mineral Logam mengenai 
Jumlah Biaya yang dikeluarkan dalam pemberian pelayanan serta pembuatan 
izin investasi di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat, Bapak menyatakan 
bahwa : 
“...kalau pengurusan izin tidak dikenakan biaya sama sekali.” (Sumber : 
Wawancara, 21 Desember 2015) 
 
 Penuturan informan diatas menunjukkan bahwa Pelayanan di BKPMD & 
P2T khususnya dalam mengurus izin investasi tidak dikenakan biaya sepeserpun 
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kepada para investor yang mengurus izin investasi. Hal ini juga telah tertera 
dalam visi dan misi BKPMD & P2T. 
 
3. Sarana dan Prasarana 
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan 
suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila 
kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat 
mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. 
Sarana dan prasarana diyakini sangat berperan dalam peningkatan 
efektivitas pelayanan karena merupakan sarana pendukung bagi kelancaran 
proses pelayanan publik yang dilakukan oleh para aparatur negara kepada 
masyarakat. Dalam hal ini penerbitan izin investasi tidak akan memakan waktu 
yang lama. 
Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan ketersediaan sarana dan 
prasarana yang dapat membantu efektivitas pelayanan terpadu satu pintu dalam 
pemberian izin investasi di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat, penulis 
melakukan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara 
dengan beberapa investor dan pegawai di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi 
Barat.  
Ditinjau dari kondisi ruang pelayanan, fasilitas pendukung, hambatan-
hambatan terkait sarana dan prasarana disaat memberikan pelayanan, serta 
kenyamanan para investor ketika pengurusan izin investasi penulis melakukan 
wawancara dengan beberapa pegawai yang melaksanakan pelayanan terpadu 
dalam pembuatan izin investasi dan para investor yang sedang mengurus surat 
izin. Berikut penuturan beberapa narasumber. 
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Kepala Badan BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat, Bapak A.M. 
mengatakan bahwa : 
“...dari segi sarana, gedung di BKPMD & P2T tidak memadai karena 
ruangannya sempit sehingga penataan ruangan khususnya dibidang 
perizinan belum tertata dengan semestinya. Dan juga PTSP ini terdiri dari 
13 SKPD yang seharusnya berada disatu gedung yang sama. Tetapi, 
kenyataannya tidak demikian sehingga mempengaruhi keefektifan 
pelayanan.” (Sumber : Wawancara, 28 Desember 2015) 
 
Ibu R.N., selaku sekretaris badan di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
menyatakan bahwa : 
“...yah bisa kita lihat sendiri disini penataan ruangannya memang jauh 
dari kesempurnaan karena memang ruangannya sangat sempit. Padahal 
seharusnya penataan ruangannya itu khusus dibidang perizinan 
memisahkan ruang pengaduan (help desk), ruang layanan (front office), 
dan ruang pemrosesan (back office) tetapi disini tempatnya disatukan.” 
(Sumber : Wawancara, 28 Desember 2015) 
 
Selain itu, Kepala Sub Bidang Pelayanan Izin dan Non Izin, Bapak B.B. 
menyatakan bahwa : 
“...dari segi ruangan belum memadai karena seharusnya PTSP ini 
membutuhkan tempat yang besar karena ada petugas Front Office yang 
seharusnya terdiri dari 2 bagian, dan juga back office terdiri dari 2 bagian, 
dan Tim teknis seharusnya berada pada gedung yang sama dengan 
PTSP sehingga meningkatakan keefektifan penerbitan izin. Seharusnya 
penataan ruang untuk front office itu terdiri dari ruang loket informasi, 
loket pendaftaran, penyerahan dokumen perizinan, ruang tunggu, loket 
pengaduan. Sedangkan untuk back office terdiri dari ruang pemrosesan 
berkas, server, arsip, penanganan pengaduan, dan ruang rapat.” (Sumber 
: Wawancara, 5 Januari 2016) 
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Pendapat dari Ibu N.M. selaku Front Office / Back Office menyatakan bahwa : 
“...menurut saya, sarana & prasarana di BKPMD & P2T ini belum 
memadai karena berbicara tentang PTSP ada istilahnya front office dan 
back office tetapi sarana yang ada disini tidak terpisah antara back office 
dan back office dan juga harus ada ruang tunggu untuk para investor atau 
masyarakat yang mengurus izin maupun non izin.” (Sumber : 
Wawancara, 5 Januari 2016) 
 
Adapun pendapat dari PT Aneka Tambang TBK selaku Investor yang 
mengurus surat izin investasi pada bidang usaha Mineral Logam mengenai 
Kondisi Ruangan di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat, Bapak menyatakan 
bahwa : 
 “...menurut saya, sarana dan prasarana di BKPMD & P2T ini belum 
memadai karena dilihat dari segi gedungnya itu saya lihat tidak terawat 
dengan baik. Dan juga kurangnya papan informasi seputar alur PTSP yang 
membingungkan saya untuk mengurus izin. Karena kami diarahkan ke front 
office dulu untuk mengecek kelengkapan berkas tetapi kami tidak tahu 
tempat front office ini dimana dan back office ini dimana, dan juga ruang 
tunggunya menurut saya kurang nyaman karena ruangannya cukup panas.” 
(Sumber : Wawancara, 21 Desember 2015) 
 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dan PT. Toscano Indah Pratama 
selaku Investor yang mengurus surat izin investasi pada bidang usaha Pabrik 
Pengolahan Kelapa Sawit, Bapak menyatakan bahwa : 
“...menurut saya, sarana dan prasarana di BKPMD & P2T ini tidak 
memadai karena kurangnya papan informasi mengenai perizinan dan non 
perizinan serta pengaturan ruangannya masih belum teratur. Karena 
itulah yang membuat saya yang mengurus izin sempat bingung saat 
pertama kali mengurus izin disini. Saya juga tidak mendapati fasilitas 
untuk pengaduan.” (wawancara, 8 Januari 2016) 
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Berikut Gambar Ruangan PTSP BKPMD & P2T : 
 
Gambar 5. Loket Pendaftaran Izin beserta Pengarsipan Berkas (Front 
Office & Back Office) 
 
Gambar 6. Meja Kerja Staff (Front Office & Back Office) 
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Selain kondisi ruang pelayanan, penulis juga mengamati sarana 
prasarana lain yang terdapat di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat yaitu 
media/sumber informasi yang disediakan. Ketersediaan media/sumber informasi 
yang dapat dengan mudah dan diakses langsung oleh masyarakat merupakan 
salah satu penunjang terciptanya PTSP yang efektif. Untuk mengetahui apakah 
ada media/sumber informasi yang disediakan oleh BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat dalam pelayanan perizinan. Berikut Penuturan Bapak A.M. 
Selaku Kepala Badan di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat :  
“...untuk mempermudah para investor dalam proses pendaftaran dan 
mempercepat pendaftraran, kami anjurkan para investor untuk mendaftar 
melalui SPIPISE. SPIPISE merupakan pelayanan perizinan dan non-
perizinan yang terintegrasi secara nasional antara BKPM (sebagai pusat 
database dan sistem) dengan berbagai Kementerian-/LPND yang 
memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan terkait penanaman 
modal. Selain itu, sistem ini  juga integrasi jaringan antara BKPM dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penanaman 
modal yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal”. 
(Sumber : Wawancara, 28 Desember 2015) 
 
Dan juga Bapak B.B. selaku Kepala sub bidang Pelayanan izin dan non izin 
menyatakan bahwa : 
“...untuk sumber informasi, kami menggunakan SPIPISE, Fax, dan Email 
tetapi selama ini belum berjalan dengan maksimal karena seperti 
SPIPISE koneksi internetnya masih sangat lambat dan hanya ada satu 
orang staf yang mahir menggunakan SPIPISE, fax juga hanya tedapat 
pada bidang kerjasama & promosi penanaman modal. Untuk bidang 
perizinan (PTSP) belum ada.” (Sumber : Wawancara, 5 Januari 2016) 
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Adapun pernyataan dari Aneka Tambang TBK selaku investor bidang 
usaha Mineral Logam yang menerima layanan menggunakan media/sumber 
informasi yang disediakan oleh BKPMD & P2T : 
“...menurut saya, SPIPISE sangat mudah, cepat, dan transparan. 
Pelayanan SPIPISE ini memudahkan masyarakat untuk melakukan 
pengurusan perizinan. Pemohon (investor) dapat mengurus perizinan 
mereka dengan perangkat teknologi tanpa perlu bersentuhan langsung 
dengan petugas pelayanan. (wawancara, 21 Desember 2015) 
 
Selanjutnya dikemukakan oleh PT. Toscano Indah Pratama selaku 
Investor bidang usaha Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang menerima layanan 
media/sumber informasi yang disediakan oleh BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi 
Barat, Bapak menyatakan bahwa : 
“...Kalau mengurus izin melalui SPIPISE sangat mudah dan transparan. 
Tetapi, Cuma pendaftaran awal saja, tahap selanjutnya diharuskan 
datang ke BKPMD & P2T membawa berkas-berkas yang lengkap.” 
(wawancara, 8 Januari 2016) 
 
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat berperan 
penting untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, mudah, dan transparan. 
Untuk itu, dalam mewujudkannya harus disertai dengan teknologi yang upgrade 
minimal setiap tahunnya agar lebih menunjang sistem pelayanan terpadu.  
Proses Pelayanan menggunakan sistem data base yang akurat juga 
menunjang keefektifan pelayanan serta pengelolaan data base. Pemanfaatan 
Database memungkinkan pengelolanya untuk dapat menyimpan data atau 
melakukan perubahan ( manipulasi ) dan menampilkan kembali data tersebut 
dengan cepat dan mudah, dari pada kita menyimpan data secara manual. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan salah 
seorang pegawai di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat .  
K.A. Selaku Staf Front Office / Back Office, menuturkan bahwa : 
“...komputer yang ada sangat sedikit yaitu hanya dua unit dan semua 
komputer lama, ini sangat menjadi hambatan bagi kami saat memberikan 
pelayanan karena komputer ini digunakan untuk front office digunakan 
juga untuk back office.” (Sumber : Wawancara, 5 Januari 2016) 
 
Adapun penuturan dari S.S. menurutkan bahwa : 
“...di bidang perizinan ini bisa dilihat sendiri komputernya hanya dua unit. 
Itu digunakan untuk pengolahan data dan untuk menjalankan program 
SPIPISE. Seharusnya di PTSP ini memiliki komputer yang baru dan juga 
jumlahnya cukup. Selain itu, koneksi internet yang ada di BKPMD & P2T 
ini sangat lambat. Seharusnya kami memiliki server tersendiri agar 
meningkatkan kecepatan koneksi internet untuk menjalankan program 
SPIPISE.” (Sumber : Wawancara, 5 Januari 2016) 
 
Berikut Tampilan dari SPIPISE yang dimanfaatkan untuk mempermudah 
pendaftaran investor : 
 
Gambar 7. Halaman Depan SPIPISE  
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Gambar 8. Perusahaan yang mendaftar melalui SPIPISE 
 
Tabel 3. Kartu Inventaris Ruangan 
 
Provinsi : Sulawesi Barat 
Kota  : Mamuju 
Satuan Kerja : BKPMD & P2T Prov. Sulbar 
Ruangan : Perizinan 
 
No. 
 
Nama Barang / 
Jenis 
Bahan Tahun 
Pembelian 
Jumlah 
Barang 
Keadaan Barang 
(B) (KB
) 
(RB
) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Komputer PC 
Kursi Kerja 
Kursi Eselon III 
Kursi Eselon IV 
Meja Kerja 
Meja PTSP & 
Besi 
Busa 
Plastik / Busa 
Plastik 
Serbuk 
Kayu 
2009 
2010-2011 
2011 
2011 
2010 
2011 
1 
6 
1 
2 
7 
1 
 
 
 
 
 
 
  
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7. 
8. 
 
9. 
10.  
Loket 
Komputer PC 
AC Floor Standing 
Printer 
Lemari Arsip 
 
Besi 
Besi 
 
Plastik 
kayu 
 
2011 
2011 
 
2015 
2015 
 
2 
1 
 
2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BKPMD & P2T Prov. Sulawesi Barat 
 
Penuturan informan diatas serta observasi langsung, peneliti dapat 
menggambarkan bahwa sarana dan prasarana di BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat ini belum memadai karena tidak ada ruangan khusus front office 
dan back office dan juga komputer yang ada di bidang perizinan atau PTSP ini 
hanya ada dua unit saja. Dan juga tidak ada ruang pengaduan (help desk) yang 
tersedia disana sehingga membuat para investor maupun masyarakat yang 
mengurus izin / non izin kebingungan pada saat pertamakali mengurus izin. 
Selain itu, keadaan gedung BKPMD & P2T ini terbilang sempit dan tidak terurus 
akibatnya para pegawai maupun investor atau masyarakat yang mengurus izin 
tidak merasa nyaman berada di ruangan karena suhu ruangannya panas dan 
tidak memiliki pendingin ruangan. Dan juga ruang tunggu untuk pengurus izin 
tidak ada. Telepon kantor hanya terdapat dibagian sekretariat, terdapat jaringan 
internet tetapi koneksinya lambat padahal koneksi internet yang cepat sangat 
dibutuhkan ketika menjalankan SPIPISE, dan mesin foto copy dan scanner 
hanya terdapat di Bidang Pengawasan & Pengendalian dan Bidang Kerjasama & 
Promosi Penanaman Modal. Hal ini disebabkan pemerintah provinsi Sulawesi 
Barat belum maksimal mengkomodir kebutuhan sarana & prasarana bidang 
perizinan. 
 
99 
 
Tabel 4. Strandar Operasional Prosedur (SOP) 
 
PENANAMAN MODAL 
Sektor Layanan  : Penanaman Modal (01) 
Jenis Layanan : Izin Prinsip Penanaman Modal (01.1) 
 
1. Dasar Hukum 
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan 
Penanaman Modal; 
c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Baratsebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 
2. Persyaratan Pelayanan 
a. Fotocopy pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan 
pendaftaran 
b. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya 
c. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum 
dan HAM 
d. Fotocopy NPWP 
e. Keterangan rencana kegiatan berupa uraian proses produksi yang 
mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram 
alir/flow chart 
f. Uraian kegiatan usaha sektor jasa 
g. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait bila dipersyaratkan 
h. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi  
perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan 
permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi 
perusahaan. 
 
 
3. Waktu Penyelesaian 
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Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan 
selama 3 (TIGA) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas 
permohonan secara lengkap dan benar. 
 
4. Biaya Pelayanan 
0 RUPIAH  
 
 
5. Prosedur Pelayanan 
1) Pemohon: 
a. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan; 
b. Mengambil Formulir Permohonan; 
c. Menyerahkan berkas kepada Front Office. 
   
2) Front Office : 
a. Memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan 
permohonan pelayanan; 
b. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan; 
c. Mengembalikan berkas yang belum lengkap kepada pemohon; 
d. Meregistrasi berkas permohonan yang telah lengkap dan benar;  
e. Memberikan tanda terima kepada pemohon; 
f. Meneruskan berkas permohonan kepada Back Office.  
 
3) Back Office (Pemrosesan) : 
a. Melakukan validasi dan Proses rekomendasi teknis;  
b. Melakukan data entry dan mencetak dokumen izin/non izin untuk siap 
paraf dan penandatanganan. 
 
4) Tim Teknis : 
a. Melakukan pemeriksaan lapangan jika permohonan membutuhkan 
kajian teknis; 
b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai hasil kajian 
teknis; 
c. Membuat rekomendasi teknis untuk persetujuan penerbitan izin/non 
izin. 
 
5) Loket Penyerahan (Front Office) : 
Setelah bagian tata usaha menomor izin/non izin, selanjutnya 
menyerahkan kepada pemohon melalui Front Office dengan meminta 
tanda terima berkas permohonan, bukti pembayaran retribusi (apabila 
ada) dan membuat tanda terima penyerahan dokumen izin/non izin. 
 
 
6. Produk Pelayanan 
Surat Izin Prinsip Penanaman Modal yang dicetak dengan kertas F4, 100 
gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah. 
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Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
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Back Office / Pemrosesan 
1. Pemeriksaan Lapangan / 
Pengambilan keputusan  
2. Petugas pembuat 
Dokumen izin dan non 
izin 
Kepala BKPMD & P2T 
Pengesahan / Tanda tangan  
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Gambar 10. Bagan Alur Perizinan dan Non Perizinan PTSP BKPMD & 
P2T Provinsi Sulawesi Barat  
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Tabel 5. Matriks Pembahasan 
No. Faktor-Faktor yang mendukung 
Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dalam Pemberian izin Investasi di 
BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat 
 
Pembahasan 
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 
dalam pelayanan 
Pelayanan yang diberikan 
oleh pegawai BKPMD & P2T 
Provinsi Sulawesi Barat 
kepada para investor dan 
masyarakat yang mengurus 
izin maupun non izin sudah 
terlaksana sesuai dengan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Akan tetapi, masih 
berkendala pada kompetensi 
sumber daya manusia di 
BKPMD & P2T khususnya 
pada bidang PTSP karena 
tidak semua pegawai yang 
mengikuti diklat mengenai 
perizinan penanaman modal 
sehingga kompetensi yang 
mereka miliki tidak merata 
atau hanya orang-orang 
tertentu yang mengetahui 
bagaimana penyelenggaraan 
PTSP. Dan juga, penerbitan 
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izin yang terbilang lama juga 
menjadi hambatan sehingga 
menyebabkan kurang 
efektifnya penyelenggaraan 
PTSP di BKPMD & P2T 
Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Dana / Biaya Pelayanan Dana / Biaya Pelayanan di 
BKPMD & P2T sudah efisien 
karena para investor / 
masyarakat yang mengurus 
izin maupun non izin tidak 
perlu mengeluarkan biaya 
dalam jumlah tertentu karena 
pengurusan izin dan non izin 
itu gratis. 
3. Sarana dan Prasarana Kondisi gedung BKPMD & 
P2T terbilang belum memadai 
baik dari komputer yang 
hanya 2 unit, tidak memiliki 
server internet sendiri padahal 
sangat dibutuhkan dalam 
penyelenggaraan SPIPISE, 
tidak adanya Help Desk yang 
berfungsi sebagai penerima 
pengaduan dan memberikan 
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informasi kepada para 
investor dan masyarakat 
mengenai perizinan, tidak 
adanya ruangan yang baik 
sebagai ruang tunggu untuk 
para investor dalam 
mengurus izin investasi. 
Kemudian dari segi penataan 
ruangan Front Office, Back 
Officenya juga tidak memadai 
karena tidak adanya ruangan 
yang dikhususkan untuk Front 
Office dan Back Office. Di 
BKPMD & P2T ini loket yang 
tersedia berfungsi sebagai 
Front Office dan Back Office, 
padahal telah ada peraturan 
yang mengatur tentang 
penataan ruang khusus PTSP 
tetapi tidak mendapatkan 
perhatian dari pemerintah 
setempat dalam rangka 
memperbaiki sarana dan 
prasarana di BKPMD & P2T. 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan sebelumnya maka penulis 
dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi 
Barat berjalan kurang efektif, yang dapat dilihat dari indikator-indikator yang 
mendukung efektifitas berikut : 
1. Sumber Daya Manusia yang dilihat dari kompetensi yang dimiliki oleh 
para pegawai di BKPMD & P2T Provinsi Barat Khususnya pada Bidang 
Perizinan dan Non Perizinan masih sangat kurang menyangkut PTSP 
karena kurangnya keikutsertaan dalam diklat khusus PTSP (Front Office 
dan Back Office) sehingga berdampak pada penerbitan izin investasi 
yang terbilang membutuhkan waktu yang lama sehingga PTSP di BKPMD 
& P2T Provinsi Sulawesi Barat tidak berjalan dengan efektif. 
2. Biaya / Dana, Di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat dalam 
pemberian izin dan non izin tidak di pungut biaya apapun sehingga dalam 
hal ini dikatakan sudah efisien dan efektif. 
3. Sarana dan Prasarana, pertama dilihat dari kondisi ruangan tidak 
memadai karena gedung yang sempit dan ada 13 SKPD yang 
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seharusnya satu gedung bersama BKPMD & P2T agar mewujudkan 
pelayanan yang efektif. Dan dilihat juga dari segi penataan ruangan tidak 
dipisahkan antara front office dan back office sehingga para investor yang 
mengurus izin investasi kebingungan dengan alur dalam pembuatan izin 
tersebut. Selain itu, tidak tersedianya ruang pengaduan sehingga para 
investor tidak dapat menyampaikan kritik dan saran kepada BKPMD & 
P2T dalam pemberian pelayanan agar lebih baik dan lebih efektif 
kedepannya. Kemudian yang kedua dalam percepatan pendaftaran serta 
mudah dan transparan dalam pemberian izin investasi, BKPM 
menggunakan sebuah sistem yang disebut SPIPISE, SPIPISE di BKPMD 
& P2T Provinsi Sulawesi Barat sudah dijalankan. Tetapi, terkendala pada 
komputer yang hanya dua unit saja dan koneksi internet yang lambat 
sehingga SPIPISE ini tidak dapat berjalan dengan efektif. 
Dari hasil pengukuran indikator-indikator yang mendukung efektifitas diatas 
dapat dikatakan bahwa pelayanan terpadu satu pintu di BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat tidak berjalan dengan efektif. Dengan melihat kompetensi 
pegawai yang masih kurang serta sarana dan prasarana yang sangat tidak 
memadai. 
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6.2. Saran 
  Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai khususnya menyangkut front 
office dan back office seharusnya Pemerintah Daerah melaksanakan 
diklat khusus PTSP sehingga Pegawai yang tidak dapat mengikuti diklat 
di BKPM tetap bisa mendapatkan pengetahuan. Sehingga bisa 
meninggkatkan keefektifan pelayanan terpadu satu pintu. 
2. Seharusnya di BKPMD & P2T membuat lebih banyak sarana dan 
prasarana pendukung misalnya membuat spanduk alur pemberian izin 
investasi sampai dengan penerbitan izin didepan loket agar sewaktu para 
investor membuat izin tidak bingung lagi karena mereka sudah melihat 
alur. Dan juga seharusnya BKPMD & P2T ini memiliki komputer yang 
cukup untuk menjalankan back office dan front office. 
3. Dalam pelaksanaan Sistem SPIPISE seharusnya mempunyai komputer 
khusus dan orang IT khusus dan seharusnya BKPMD & P2T Provinsi 
Sulawesi Barat mempunyai server internet sendiri agar pelaksanaannya 
lebih efektif lagi dan koneksi internetnya tidak lambat lagi. 
4. Seharusnya Sarana dan Prasarana di BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi 
Barat mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah setempat 
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misalnya perluasan gedung sehingga 13 SKPD berada pada satu gedung 
dan penataan ruangan pegawai bisa lebih tertata dengan rapi sehingga 
membuat investor yang datang untuk membuat izin investasi nyaman 
dengan sarana dan prasarana serta penerbitan izinnya tidak 
membutuhkan waktu yang lama lagi. Karena dengan bertambahnya 
investor di Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada 
di Provinsi Sulawesi Barat.  
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